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ABSTRAK  
ANDI ORIZA RANIA PUTRI (B111 09 123). Implementasi Ketentuan 30% 
Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota 
Makassar”, dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Zulkifli Aspan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan 
kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar dan bagaimana 
implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% keterwakilan 
perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
dan DPRD Kota Makassar  
Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis ada dua 
cara yaitu penelitian pustaka(library research) dan penelitian 
lapangan(field research). Data yang diperoleh dianalisis  berdasarkan 
rumusan masalah dan disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian kepustakaan menunjukan:1) Pemenuhan kuota 
30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar 
belum terpenuhi secara komprehensif, banyak partai yang memiliki  
kendala dalam pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai 
kecil.2) Impilikasi hukum pelaksanaan ketentuaan kuota 30% dalam 
daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota 
Makassar adalah Menuntut Parpol untuk memenuhi ketentuan kuota itu, 
dan apabila syarat sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu tidak 
dipenuhi oleh Parpol maka implikasi hukumnya adalah tidak lolos dalam 
verifikasi parpol. 
 Berdasarkan hasil penelitian penulis merumuskan saran sebagai 
berikut: 1) Setiap Partai Politik  seyogyanya menghadirkan Sistem baru 
untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme pengambilan 
kebijakan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas publik 
juga harus segera disusun dalam menyonsong pemilu 2014. 2) perlu juga 
dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling mendukung, yang 
dapat dijadikan basis kolaborasi kaum perempuan di dalam masyarakat 
Indonesia. 3) menuntut konsistensi Parpol pasca pembatalan pasal 214 
UU pemilu No 10 tahun 2008, konsistensi dengan sistem kuota dalam 
rangka mewujudkan affirmative action. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Peluang perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 
nasional sesungguhnya telah terakomodasikan oleh berbagai kebijakan 
dan peraturan perundang-undangan. Apabila ditelusuri dengan sistem 
hierarki ketatanegaraan di Indonesia yang merujuk pada landasan hukum 
keberlakuan sistem hierarki tersebut yakni melalui Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
menegaskan bahwa urutan perundang-undangan yang tertinggi adalah 
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal 27 ayat (1) UUD 
RI 1945 menegaskan bahwa segala warga Negara bersamaan 
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
Di Indonesia jumlah perempuan yang duduk sebagai anggota DPR 
hanya 9%, di kursi DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/kota, jumlah itu 
jauh lebih kecil lagi. Tidak ada seorang perempuanpun yang menjadi 
Gubernur di Indonesia dan hanya 6 orang perempuan (1,5%) menjabat 
sebagai bupati/walikota. Penggunaan langkah-langkah afirmatif dan kuota, 
hanyalah salah satu cara menuju ke arah itu dan sudah banyak negara di 
dunia yang berhasil menerapkannya. Fakta kepemimpinan Presiden yang 
dijabat oleh seorang perempuan, ternyata tidak menjamin adanya 
perubahan nasib dan kondisi perempuan di Indonesia, karena posisi 
perempuan sebagai pejabat pemerintahan, yang tidak diikuiti oleh 
2 
kepekaan gender justru akan menimbulkan keraguan akan kemampuan 
perempuan sebagai pemimpin. Diperlukan jumlah keterlibatan dan 
partisipasi perempuan yang lebih besar, dengan maksud menimbulkan 
kesadaran kolektif akan kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan 
perempuan, sehingga akan mengantisipasi dampak pembangunan yang 
berbeda pula . 
Hambatan-hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan 
dalam ajang politik1 adalah budaya patriarki, subordinasi perempuan dan 
persepsi terdalam bahwa public domain (wilayah publik) diperuntukkan 
bagi laki-laki. Bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara 
laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan 
pemerintah-walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika 
politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris. 
Menurut hierarki dari UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pemberlakuan urutan 
pelaksanaan setelah UUD RI 1945 adalah UU. Terkait dengan Pemilu 
caleg tahun 2009 terdapat 3 (tiga) bentuk perundang-undangan, pertama, 
                                                             
1
 Wilayah politik dimaknai berada pada 2 (dua) lembaga formal dan informal. Politik 
formal merujuk pada legislatif, eksekutif, partai politik, pemerintahan, sumberdaya 
dan kebijakan publik. Sedangkan politik informal merujuk pada apa yang 
berlangsung dalam wilayah masyarakat luas, keluarga, komunitas, lingkungan 
sekitar dan organisasi. Kaum perempuan dapat berpartisipasi di wilayah politik 
formal maupun politik informal. Oleh karena itu, semua hal yang berhubungan 
dengan kehidupan masyarakat (dan kehidupan perempuan) adalah politis (memiliki 
aspek politik), mulai dari ruang lingkup rumah tangga sampai ruang lingkup 
pemerintahan dan negara. Bagaimana perempuan mengambil keputusan untuk 
mengatur, merencanakan dan menggunakan sumberdaya yang ada dalam 
kehidupan rumah tangga agar kehidupan keluarganya menjadi sejahtera, semua itu 
adalah tindakan politis. Terjadinya persepsi (pendapat) bahwa politik hanya dimiliki 
oleh kalangan pemegang kekuasaan formal (dan hal tersebut telah dijustifikasi 
menjadi milik laki-laki) telah mengakibatkan terjadinya proses marginalisasi terhadap 
perempuan. 
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Undang-Undang Nomor  22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 
Pemilu, kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 
Politik (selanjutnya disebut dengan Parpol), ketiga, UU Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Parpol dan UU 
Pemilu. Sejak disahkannya UU Nomor 2 Tahun 2008 sebagai 
penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 2002 dan UU Nomor 10 Tahun 
2008 sebagai penyempurnaan UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, 
maka secara yuridis formal kepentingan perempuan dalam dunia 
perpolitikan nasional telah terakomodasikan walaupun hanya dalam teks 
yang terdiri atas beberapa kalimat saja dan itupun tidak disertai dengan 
penjelasan yang sangat memadai layaknya sebuah UU yang seharusnya 
dapat dipahami, lugas bahasanya dan meminimalisir terjadinya multi tafsir, 
sehingga obyek dari UU itu yakni masyarakat dapat dengan lugas pula 
menerima UU sebagai produk hukum yang syarat makna tetapi sederhana 
dalam aplikasinya. 
Berikut ini beberapa isi teks dari UU tersebut yang mempunyai 
beberapa pemaknaan hukum apabila masyarakat membacanya secara 
gramatikal. Teks dalam UU Parpol sebagaimana yang tercantum dalam 
Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa pendirian dan pembentukan Partai 
Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan. UU Parpol yakni di Bab V tentang 
Tujuan dan Fungsi Pasal 11 ayat (1) huruf e juga menempatkan rekrutmen 
politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 
demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Bab 
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IX tentang Kepengurusan di Pasal 20 UU Politik disebutkan bahwa 
kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun 
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga 
puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing-
masing. Bab XIII tentang Pendidikan Politik di Pasal 31 ayat (1) Partai 
Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang 
lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan 
kesetaraan gender dengan tujuan antara lain: 
 meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam 
kehidupan 
 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
 meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam 
kehidupan 
 bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan 
 meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun 
karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan 
kesatuan bangsa. 
Selanjutnya UU Pemilu Pasal 8 ayat (1) huruf d menyertakan 
sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada 
kepengurusan partai politik tingkat pusat. Teks di Pasal 55 ayat (1) UU 
Pemilu menyebutkan bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut. 
Masih dalam pasal yang sama di ayat (2) menyebutkan bahwa didalam 
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daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk setiap 
tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang 
perempuan bakal calon, hal ini dikenal dengan system zipper. 
Keberadaan Pasal-pasal tersebut haruslah dimaknai bahwa dari setiap 
tiga orang bakal calon, maka bakal calon perempuan tidak harus berada 
di urutan nomor 3, 6, 9, 12 dan seterusnya, tetapi dapat berada di urutan 
nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Disamping itu jumlah calon legislatif 
(selanjutnya disebut caleg) perempuan dapat dua atau tiga tentunya tidak 
terlepas dari komitmen dan iktikad untuk memperjuangkan kepentingan 
dan kebutuhan perempuan di parlemen oleh masing-masing partai. 
Pasal tersebut memang pada awalnya memberikan harapan bagi 
peningkatan   jumlah   perempuan   yang   dicalonkan   parpol.   Namun   
demikian hasilnya tidak menggembirakan karena dalam Pemilu 2004 
harapan semula bisa meningkatkan keterwakilan perempuan hingga 30% 
di DPR ternyata hanya terpenuhi 11,27%. Rendahnya keterwakilan 
perempuan pada Pemilu 2004 lalu selain disebabkan karena kata “dapat” 
yang menunjukan tiadanya keharusan bagi partai politik dan tidak ada 
sanksi bagi parpol yang melanggar, jika tidak mencalonkan perempuan 
sebanyak 30%, juga disebabkan oleh sistem Pemilu 2004 yang 
menggunakan proporsional terbuka terbatas di mana seorang caleg harus 
mendapat suara sebesar atau lebih besar dari Bilangan Pembagi Pemilih 
(selanjutnya disebut dengan BPP) yang telah ditetapkan di daerah 
masing-masing. Padahal pengalaman Pemilu 2004 memperlihatkan caleg 
sulit mencapai BPP. Sistem itu justru menguntungkan caleg yang berada 
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pada nomor urut atas karena jika tidak mencapai BPP, maka caleg akan 
dipilih melalui mekanisme   nomor urut. 
Pemilu 2004, parpol menempatkan banyak perempuan dalam 
daftar calon, bahkan ada yang sampai lebih dari 30%. Akan tetapi caleg 
perempuan tersebut ditempatkan pada nomor urutan bawah yang tidak 
potensial jadi. Akibatnya, banyak kasus caleg perempuan yang mendapat 
suara lebih besar daripada caleg pada nomor urut di atasnya harus 
memberikan suaranya kepada caleg di nomor urut atas itu sampai 
memenuhi bilangan pembagi pemilih (BPP). Inilah ketidakadilan bagi 
caleg perempuan sehingga UU tersebut masih sangat perlu untuk 
dievaluasi dan di revisi. 
Sampai saat ini perlu disadari dan disikapi dengan kritis tetapi bijak 
oleh    kaum    perempuan    bahwa    tuntutan    jaminan    keterwakilan    
perempuan dengan affirmative action2 melalui system quota yang telah 
bergulir selama lebih dari tiga tahun gaungnya telah timbul dan tenggelam 
dan belum banyak dipahami sepenuhnya oleh banyak kalangan, 
khususnya pada tingakat perumus kebijakan. Tataran realitas politik saat 
ini, hanya sedikit partai (sekitar 10 %) yang telah menyikapinya dengan 
menempatkan perempuan di nomor urut jadi,bahkan ada partai yang telah 
dengan terbuka menunjukkan bahwa di partainya  telah ada divisi khusus 
                                                             
2
 Affirmative action adalah hukum dan kebijakan yang dikenakan kepada kelompok 
tertentu pemberian kompensasi dan keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna 
mencapai representasi yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi. 
Affirmative action merupakan diskriminasi positif (positive discrimination) atau 
langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk mempercepat tercapainya keadilan 
dan kesetaraan. Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum. 
Karena jaminan pelaksanaannya harus ada dalam Konstitusi dan UU. Regulasi 
kuota adalah bagian dari affirmative policy atau disebut juga diskriminasi positif yang 
bersifat sementara sampai kesenjangan sosial tersebut teratasi 
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yang menangani masalah perempuan. Walaupun hal tersebut sudah 
merupakan langkah awal yang cukup bagus bagi peningkatan peran 
perempuan dalam bidang politik, namun yang perlu dicermati berikutnya 
adalah apakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh partai tersebut 
hanya    bersifat    insidental    ataukah    retorika    belaka    dan    bahkan 
kebijakan semu yang hanya merebut simpati dan empati kaum perempuan 
saja. Peningkatan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 
persen sangat penting untuk direfleksikan sekaligus diimplementasikan 
dalam kehidupan berpolitik karena akan membuat perempuan lebih 
berdaya untuk dapat terlibat dalam berbagai permasalahan yang selama 
ini tidak mendapatkan perhatian, utamanya terkait dengan kesetaraan dan 
keadilan gender di berbagai aspek kehidupan yang selama ini 
termarginalkan. Keterwakilan perempuan di parlemen juga sangat penting 
dalam pengambilan keputusan publik karena akan berimplikasi pada 
kualitas legislasi yang dihasilkan lembaga Negara dan publik. Selain itu 
juga akan membawa perempuan pada cara pandang yang berbeda dalam 
melihat dan menyelesaikan berbagai permasalahan publik karena 
perempuan akan lebih berpikir holistic dan beresponsif gender. 
Signifikansi keberadaan perempuan di parlemen juga akan berdampak 
pada perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan sebagai 
bagian dari agenda nasional yang akan mempercepat implementasi 
Pengarusutamaan Gender3. masing-masing sector pembangunan. Kondisi 
                                                             
3
 Gender adalah dimensi yang harus dimasukkan dalam semua kebijakan-kebijakan, 
serta dalam perencanaan dan proses-proses pembangunan, sebab gender 
membantu memahami lebih baik sikap-sikap, kebutuhan-kebutuhan, dan peran-
peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat menurut faktor-faktor sosial, 
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dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa antara teks dan konteks 
beserta pemaknaan yang terjadi sangatlah menunjukkan ketimpangan 
dan bahkan menggiring berbagai pihak untuk melakukan multitafsir 
terhadap peran perempuan di pentas politik, sehingga akan bermuara 
pada ketidakjelasan keterjaminan pemenuhan hak-hak perempuan. Hal ini 
patut untuk dilakukan analisis kritis dan logis untuk memberikan 
pemaknaan yang mendalam, baik secara yuridis, filosofis dan sosiologis 
terhadap adanya teks keterwakilan perempuan di politik yang selama ini 
hanya dimaknai secara parsial dan hanya dari kebutuhan para pihak saja. 
Sebuah negara yang berbentuk republik4 memiliki sistem 
pemerintahan5 yang tidak pernah lepas dari pengawasan rakyatnya. 
Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang bertujuan untuk 
memenuhi kepentingan rakyatnya. Negara Republik Indonesia merupakan 
sebuah negara kesatuan yang berbentuk republik dan menjalankan 
pemerintahan dalam bentuk demokrasi.  
Pokok pikiran ketiga Pembukaan Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) terkandung bahwa Negara 
                                                                                                                                                                       
ekonomi, politik, dan budaya. Dengan demikian, gender harus dipandang sebagai 
bagian dari analisis umum suatu kegiatan, kebijakan, program, kejadian atau proses. 
gender harus diarusutamakan dan tidak harus dipandang sebagai suatu isu yang 
terpisah. Pengarusutamaan Gender bukan isu perempuan, tetapi merupakan isu 
pemerintahan yang baik Pengarusutamaan gender merupakan upaya agar 
pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam memproduksi kebijakan-
kebijakan dan memberikan pelayanan-pelayanan, sehingga dapat memperkuat 
kehidupan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Dengan demikian, pengarusutamaan 
gender juga merupakan upaya menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas 
kesempatan yang      sama,      pengakuan      yang      sama      dan     penghargaan      
yang      sama  di   dalam     masyarakat 
4
 Rizky Argama, Pemilihan Umum di Indonesia Sebagai Penerapan Konsep 
Kedaulatan Rakyat,Hlm.1. 
5
 Ibidhal 1. 
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Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasar 
atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem 
negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas 
kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. 
Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan 
kedaulatan rakyat adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum. 
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu ajang aspirasi rakyat sebagai 
perwujudan dari kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin rakyat 
tersebut. Pemilu diatur dalam BAB VII B Pasal 22E UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa: 
1. Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. 
2. Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden 
dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. 
3. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah adalah Partai Politik. 
4. Peserta Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah adalah perseorangan. 
5. Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan 
umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. 
6. Ketentuan lebih lanjut tentang Pemilu diatur dengan Undang-
Undang. 
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Tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk memilih wakil 
rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang 
demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka 
mencapai tujuan negara sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945.  
Dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, setiap 
warga Negara diberi jaminan untuk dapat mengikuti pemilihan umum yang 
diselenggarakan oleh Negaranya. Baik itu memilih ataupun dipilih dalam 
pemilu. Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “Setiap 
warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan.“ Artinya semua orang berhak ikut dalam pemerintahan 
termasuk dalam hal hak dipilih untuk menjadi wakil rakyat atau pun hak 
untuk memilih wakil rakyatnya (diluar konteks apakah nanti calon tersebut 
terpilih atau tidak) dan hal tersebut merupakan jaminan bagi hak asasi 
manusia di Indonesia. 
Demokrasi memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada 
seluruh warga negara yang memenuhi syarat untuk dapat memilih dan 
dipilih sebagai wakil rakyat tanpa adanya diskriminasi terhadap suku, ras, 
agama, dan gender. Dalam kaitannya dengan kesetaraan gender, ada 
himbauan CEDAW(Convention on The Elimination O f All Forms of 
Discrimination Againts Women) PBB tahun 1974 kepada Negara-negara 
yang menandatangani Konvensi yang telah dibuat (termasuk negara 
Indonesia). Salah satu himbauan CEDAW PBB tersebut adalah untuk 
mengeliminasi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan 
melakukan tindakan affirmatif. Tindakan affirmatif (affirmative actions) 
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adalah tindakan khusus koreksi dan kompensasi dari negara atas ketidak 
adilan gender terhadap perempuan selama ini.6 
Pasal 4 CEDAW PBB, menyatakan bahwa “tindakan affirmatif 
adalah langkah-langkah khusus sementara yang dilakukan untuk 
mencapai persamaan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan 
perempuan”. Pengertian awalnya adalah “hukum dan kebijakan yang 
mensyaratkan dikenakannya kepada kelompok tertentu pemberian 
konpensasi dalam keistimewaan dalam kasus-kasus tertentu guna 
mencapai representasi yang proporsional dalam beragam institusi dan 
pekerjaan. Di Indonesia, Salah satu tindakan affirmatif adalah dengan 
penetapan sisitem kuota sedikitnya 30% dalam institusi-institusi 
pembuatan kebijakan Negara 
Hak perempuan untuk ikut serta dalam pemerintahanpun diadopsi. 
Menjelang Pemilihan Umum 2009, ada kebijakan penting terkait dengan 
permasalahan kuota perempuan dalam panggung politik Indonesia. Salah 
satu kebijakan penting itu ialah adanya kuota untuk bakal calon wakil 
rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang 
Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Undang-Undang Pemilihan Umum merupakan kebijakan inti 
mengenai isu representasi politik perempuan yang di dalamnya 
ditegaskan mengenai kuota perempuan di parlemen. Setelah keluarnya 
                                                             
6
 Imas Rosidawati,Makalah, Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakat 
Kesiapan Partai Politik& Perempuan Indonesia di Arena Politik Praktis, hal. 4.  
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kebijakan tersebut, perempuan diberi kesempatan untuk berperan lebih 
banyak di kancah politik. 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 53 mengamanatkan agar partai 
politik memuat (keterwakilan) paling sedikit 30% perempuan dalam daftar 
calon legislatifnya. Yang mana, pasal tersebut menyatakan bahwa, “Daftar 
bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 
30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.“ Pasal tersebut 
diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Di dalam daftar 
bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang 
bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal 
calon.” 
Lahirnya kuota perempuan melalui undang-undang tersebut 
sebenarnya menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara tekstual, 
undang-undang tersebut memang baru mengakui adanya kebutuhan 
untuk melibatkan perempuan dalam partai politik sebagai upaya agar 
perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan 
keputusan.  
Namun dalam prakteknya, partai politik terkesan setengah-
setengah dalam mengimplementasikannya karena dianggap sebagai 
persyaratan administratif yang sifatnya hanya formalitas. Dalam 
perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah perempuan dalam 
parlemen memang belum menunjukkan angka yang signifikan. 
Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara kuantitas. 
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Data menunjukkan pada periode 1999-2004, jumlah anggota 
parlemen laki-laki adalah 91% sedangkan keterwakilan perempuan adalah 
9%. Pada periode 2004-2009, jumlah anggota parlemen laki-laki adalah 
89,3% sedangkan keterwakilan perempuan adalah 10,7%. Pada periode 
2009-2014, jumlah anggota parlemen laki-laki adalah 82,4% sedangkan 
keterwakilan perempuan adalah 17,6%.  
 
Tabel 1 
Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Agama, Pekerjaan, 
Jenis Kelamin, Pendidikan Dan Usia 
Periode Tahun 1999-2004, 2004-2009 Dan 2009-2014 
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Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, persoalan-persolan yang 
berkaitan dengan upaya keterlibatan perempuan ini masih memerlukan 
beberapa penelitian yang lebih mendalam. Jika melihat kedudukan 
perempuan yang diatur di dalam Undang-Undang mengenai ketentuan 
calon 30%, seharusnya dapat lebih meningkatkan jumlah keterwakilan 
perempuan dalam kursi parlemen. Oleh karena itulah penulis merasa 
tertarik untuk mengangkat permasalahan ini kedalam sebuah karya tulis 
skripsi sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan pendidikan strata 
I pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengangkat 
judul: “Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan 
Dalam Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Sulawesi Selatan Dan Kota Makassar” 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas dan untuk memberikan batasan 
dalam proses penelitian maka penulis memilih beberapa rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan 
dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
dan DPRD Kota Makassar 
2. Bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% 
keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pemenuhan kuota 30% keterwakilan 
perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawes 
Selatan dan DPRD Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui implikasi hukum pelaksanaan ketentuan 
kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Kota Makassar? 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Kegunaan penelitian pada penulisan karya ilmiah ini adalah :  
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan/  
sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terlibat di dalam 
upaya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum terkhusus dalam bidang 
Hukum Tata Negara, terkait mengenai kebijakan afirmatif 
(affirmative action). 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pemilu, Demokrasi, dan HAM 
Gagasan kedaulatan rakyat (popular sovereighty, sovereighty of the 
people) atau demokrasi jelas terkandung dalam UUD 1945. Mulai dari 
Pembukaan UUD sampai ke Pasal-Pasalnya tercantum dengan tegas 
dianutnya paham demokrasi atau kedaulatan rakyat itu.7 Dalam alinea 
keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan: 
“… maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu 
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam 
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada… dan kerakyatan yang dipimpin 
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,…” 
 
Dari dasar itulah maka Negara Indonesia melakukan pemilu. Dasar 
konstitusional diselenggarakannya pemilu terdapat dalam pasal 1 ayat (2) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 
1945) yang menegaskan bahwa, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut undang-undang dasar.” Artinya dalam sistem 
pemerintahan, Negara harus mementingkan kedaulatan rakyat. 
Dalam paham kedaulatan rakyat (democracy), rakyatlah yang 
dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu 
Negara.8 Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, 
                                                             
7
 Jimly asshiddiqie. Green Constitution, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008) hal 105 
8
 Jimly asshiddie, Pengantar Hukum Tata Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 
414. 
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rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.9 
Yang dimaksud dengan langsung, umum, bebas, Rahasia, Jujur, 
dan adil adalah:10 
1. Langsung, artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk 
memberikan suaranya secara langsung dengan kehendak hati 
nuraninya tanpa perantara. 
2. Umum, pada dasarnya semua warga Negara yang memenuhi 
persyaratan sesuai dengan undang-undang No. 23 Tahun 2003 
berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum 
mengandung akna menjamin kesempatan yang berlaku 
menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi 
berdasarkan suku, agama, golongan, jenis kelamin, 
kedaerahan, pekerjaan, status social. 
3. Bebas, artinya setiap warga Negara berhak memilih, bebas 
menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. 
Didalam melaksanakan haknya setiap warga dijamin 
keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak 
dan hati nuraninya. 
4. Rahasia, artinya dalam memberika suaranya pemilih dijamin 
bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan 
dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat 
                                                             
9
 Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2008.LN 52 TLN Tahun 2008 
10
 Pasal 2 ayat (2) UU No. 42  Tahun 2008.LN 176 TLN Tahun 2008 
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suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada 
siapapun suaranya diberikan. 
5. Jujur, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap 
penyelenggara pemilu aparat pemerintah, pasangan calon, 
partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantauan 
pemilu pemilih, serta semua pihak terkait harus bersikap dan 
bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
6. Adil, artinya dalam penyelenggaraan pemilu, setiap 
penyelenggaraan pemilu dan semua pihak yang terkait harus 
bersikap dan bertindak adil. Pemilih dan calon harus 
mendapatka perlakuan yang adil serta bebas dari kecurangan 
pihak manapun. 
Secara umum, pemilu merupakan proses pergantian kekuasaan 
secara damai yang dilakukan secara berSkala sesuai dengan prinsip-
prinsip yang digariskan oleh konstitusi. Dalam prikteknya, pemilu 
merupakan kegiatan politik suatu Negara dalam rangka mewujudkan 
demokrasi. 
Pemilihan umum adalah salah satu sarana dalam mewujudkan 
Negara demokratis. Yang mana dalam pemilihan umum bertujuan sebagai 
perwujudan aspirasi rakyat dalam proses politik. Dalam pemilu, rakyat 
berhak menentukan figure dan arah kepemimpinan Negara dikemudian 
hari. 
Menurut Munir Fuady, Istilah demokrasi berasal dari penggalan 
kata Yunani “demos” yang berarti “rakyat” dan kata “kratos” atau 
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“cratein”yang berarti “pemerintahan,” sehingga kata “demokrasi berarti 
suatu “pemerintahan oleh rakyat.”11 
Menurut Joseph Schmeter, demokrasi adalah suatu perencanaan 
institusional untuk mencapai suatu putusan politik dimana para individu 
memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif 
atas suara rakyat.12 
Suatu sistem pemerintahan yang demokratis sebenarnya 
merupakan suatu fase dari suatu tata kehidupan masyarakat yang 
demokratis. Suatu tata kehidupan masyarakat yang demokratis itu sendiri 
minimal haruslah menampakkan ciri-cirinya sebagai berikut: 
1. Penghormatan terhadap pluralism dalam masyarakat, dengan 
menghilangkan sikap sectarian dan sikap mau menang sendiri. 
Di Indonesia, prinsip ini tersimpul dalam slogan Bhineka 
Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi tetap satu). 
2. Semangat musyawarah dalam mencapai suatu putusan tertentu 
3. Cara yang diambil haruslah selaras dengan tujuan yang hendak 
dicapai. Dalam hal ini, demokrasi tidak hanya berkepentingan 
dengan aspek proseduralnya saja (seperti bagaimana prosedur 
pemilihan umum, pengambilan putusan diparlemen, dan 
sebagainya) melainkan demokrasi berkepentingan juga dengan 
tujuan atau hasil yang dicapai. Misalnya, sudahkah dengan 
suatu pemilihan umum tersebut menghasilkan para wakil rakyat 
atau para pemimpin yang bagus-bagus. 
                                                             
11
 Munir Fuady, Konsep Negara Demokrasi, (Jakarta: Retika Aditama, 2009) hlm 1. 
12
 Ibid, hlm 2. 
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4. Norma kejujuran dalam mufakat. Dengan prinsip kejujuran dan 
ketulusan dalam bermusyawarah, kita dapat diharapkan untuk 
saling menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, dan dapat 
mengambil putusan yang menguntungkan semua pihak (atau 
yang disebut dengan istilah win-win solution). 
5. Norma kebebasan, persamaan hak, dan kesamaan perlakuan 
diantara anggota masyarakat. 
6. Toleransi terhadap prinsip “coba dan salah” (trial and error) 
dalam mempraktekkan demokrasi. 
Untuk mengukur sebuah Negara disebut nsegara demokrasi, 
sangat tergantung pada penghormatan dan konsistensinya untuk 
memenuhi prinsip demokrasi. Sebuah kebijakan dianggap legitime bila 
mayoritas rakyat memberikan persetujuan atas dukungannya atas suatu 
kebijakan Negara. Jadi, prinsip legitimasi terkait dengan prinsip 
demokrasi.13 
Selanjutnya, Salah satu ciri Negara demokrasi adalah 
diselenggarakanya pemilihan umum (Pemilu) secara terjadwal dan 
berkala. Oleh karenanya, tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah 
sifat demokrasi daru suatu Negara. Demikian pula sifat Negara demokratis 
tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan 
pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas14 
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 Sambutan Mahfud MD (Ketua Mahkamah Konstitusi) saat membukan acara temu 
wicara Mahkamah Konstitusi dengan partai-partai politik peserta pemilu 2009 di 
jakrta 16 Januari 2009. 
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Menurut Jimly Asshiddiqie, pentingnya pemilihan umum 
diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa sebab. 
Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek 
kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang 
dari waktu ke waktu. Dalam jangka tertentu, dapat saja terjadi bahwa 
sebagian besar rakyat berubah pendapatnya mengenai sesuatu kebijakan 
Negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu 
kewaktu, kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula 
berubah, baik karena dinamika dunia internasional ataupun karena faktor  
dalam Negara sendiri, baik karena faktor internal manusia maupun karena 
faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan 
pendapat rakyat juga dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah 
penduduk dan rakyat yang dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih 
baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu mempunyai sikap 
yang sama dengan orang tua mereka sendiri, lagi pula, keempat, 
pemilihan umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin 
terjadinya pergantian kepemimpinan Negara, baik di cabang kekuasaan 
eksekutif maupun legislative.15 
Kemudian cirri demokrasi lainnya adalah adanya penegakan hak 
asasi manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri 
setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak 
dapat diganggu gugat siapa pun. 
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Ada 3 hak asasi manusia yang paling fundamental (pokok), yaitu : 
a. Hak Hidup (life) 
b. Hak Kebebasan (liberty) 
c. Hak Memiliki (property) 
Adapun macam-macam hak asasi manusia dapat digolongkan 
sebagai berikut : 
a. Hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan 
kehidupan pribadi manusia. Contohnya : hak beragama, hak 
menentukan jalan hidup, dan hak bicaara. 
b. Hak asasi politik, yaitu yang berhubungan dengan kehidupan 
politik. Contohnya : hak mengeluarkan pendapat, ikut serta 
dalam pemilu, berorganisasi. 
c. Hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan 
kegiatan perekonomian. Contohnya : hak memiliki barang, 
menjual barang, mendirikan perusahaan/berdagang, dan lain-
lain. 
d. Hak asasi budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan 
kehidupan bermasyarakat. Contohnya: hak mendapat 
pendidikan, hak mendapat pekerjaan, hak mengembangkan 
seni budaya, dan lain-lain. 
e. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum dah pemerintahan, 
yaitu hak yang berkaiatan dengan kehidupan hukum dan 
pemerintahan. Contohnya : hak mendapat perlindungan hukum, 
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hak membela agama, hak menjadi pejabat pemerintah, hak 
untuk diperlakukan secara adil, dan lain-lain. 
f. Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. 
Contohnya : dalam penyelidikan, dalam penahanan, dalam 
penyitaan, dan lain-lain. 
Di Indonesia, secara konstitusional juga melindungi hak asasi 
manusia. Hal tersebut jelas di dalam UUD 1945. Pertama, pada 
Pembukaan UUD 1945 Alinea I yang menyatakan: 
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa 
dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan 
perikeadilan.” 
 
Kemudian Alinea IV:  
“… Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang 
berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan 
sosial……” 
 
Kemudian pada batang tubuh UUD 1945 hak asasi manusia 
terdapat pada Pasal 28. Hal tersebut ditentukan guna menjamin dan 
melindungi hak asasi manusia. 
Dalam kaitannya dengan hak memilih dan dipilih, setiap warga 
Negara diberi kesempatan yang sama untuk ikut dalam pemerintahan.  
Dalam negara demokrasi, persamaan kedudukan warga negara amat 
penting. Karena hal itu merupakan prasyarat atau pondasi bagi 
berlangsungnya demokrasi. Tanpa adanya persamaan kedudukan warga 
negara, maka mustahil ada demokrasi. Itulah sebabnya di negara-negara 
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demokrasi, hal persamaan kedudukan warga negara diatur secara 
eksplisit dalam konstitusi. UUD 1945 pun mengatur secara eksplisit 
mengenai hal ini. 
  
B. Kebijakan Afirmatif dalam Undang-Undang Pemilu 
Affirmative action (kebijakan afirmatif) adalah kebijakan yang 
diambil bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun 
profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain 
dalam bidang yang sama. Affirmative action (kebijakan afirmatif) juga 
dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberi keistimewaan pada 
kelompok tertentu. Dalam konteks politik, tindakan afirmatif dilakukan 
untuk mendorong agar jumlah perempuan di lembaga legislatif lebih 
representatif. 
Gender sebagai alat analisis umumnya dipergunakan oleh 
penganut aliran ilmu sosial konflik yang memusatkan perhatian pada 
ketidakadilan struktural dan sistem yang disebabkan oleh gender. 
Perbedaan gender (gender differences) yang selanjutnya melahirkan 
peran gender (gender role) sesungguhnya tidak menimbulkan masalah 
sehingga tidak perlu digugat. 
Perjuangan kesetaraan gender adalah salah satu upaya 
mewujudkan demokratisasi karena dengan adanya kesetaraan gender 
maka seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan mempunyai 
akses untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri. 
Dalam kaitannya dengan lembaga legislatif, Pemilu 2004 
merupakan tonggak peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga 
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legislatif. Peningkatan tersebut memang sangat kecil dibandingkan 
dengan perjuangan para aktivis perempuan sejak proses Rancangan 
Undang-Undang sampai Undang-Undang Pemilu 2003 yang 
mencantumkan kuota perempuan 30%, tetapi patut disyukuri karena 
memang mengubah paradigma berpikir yang patriarkis menjadi cara 
berpikir kesetaraan gender membutuhkan yang relatif lama. 
Pasal 65 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, 
DPD, dan DPRD menyatakan bahwa:  
“setiap Partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon 
anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten.Kota untuk 
setiap daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan 
perempuan sekurang-kurangnya 30%.” 
 
Secara umum kebijakan afirmatif tersebut semakin disempurnakan. 
Hal tersebut dapat kita ihat pada UU NO. 22 Tahun 2007 tentang 
penyelenggaraan pemilu yang kini UU No. 15 Tahun 2011 tentang 
Penyelenggaraan Pemilu, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan 
UU No, 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPD, DPD, dan DPRD. 
Pada pasal 6 ayat (5) UU No. Tahun 2007 Jo UU No. 15 Tahun 
2011 Tentang Penyelenggara Pemilu dinyatakan bahwa:  
“komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU 
Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”.  
 
Pada kelembagaan partai politikpun dilakukan dengan 
mengharuskan partai politik menyertakan keterwakilan perempuan 
minimal 30% dalam pendirian maupun kepengurusan di tingkat pusat. 
Pada pasal 2 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan 
bahwa:  
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“pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan 
perempuan.” Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: “partai 
politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) 
orang warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun dengan akta notaril.” 
 
Kemudian tindakan afirmatif juga dilakukan pada tingkatan 
kepengurusan partai politik, yang mana pada pasal 20 UU No. 2 Tahun 
2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa:  
“kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) 
disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling 
rendah 30% (tiga puluh persen) yang diatur dala AD dan ART 
Partai Politik masing-masing.” 
 
Dalam kaitannya dengan pemilu, kebijakan afirmatif tersebut 
dilakukan. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif) telah 
mengakomodasi tindakan afirmatif bagi perempuan. Di antaranya 
ketentuan yang menyatakan dalam daftar calon legislatif minimal harus 
ada 30% persen perempuan. 
Pada pasal 8 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa:  
“partai Politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi 
persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai 
politik tingkat pusat.” 
 
Pengaturan yang lebih penting dalam rangka affirmative action agar 
perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislative adalah 
ketentuan mengenai bakal bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan 
perempuan. PAsal 53 UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 
DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa: “daftar bakal calon 
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sebagaimana pada pasal 52 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan.” Dengan demikian, affirmative action 
keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon dilakukan tidak hanya 
untuk DPR, tetapi berlaku pula untuk DPRD Provinsi maupun DPRD 
Kabupaten/Kota. 
Selanjut dalam kebijakan afirmatif tersebut memuat zipper system, 
yang mana mengatur setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Pada pasal 55 ayat (2) UU No. 10 
Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD 
dinyatakan bahwa: “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.” Pada ayat (1) 
mengatur bahwa bahwa nama-nama calon dalam daftar bakal calon 
disusun berdasarkan nomor urut. Jika suatu partai politik menetapkan 
bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka salah satu diantaranya harus 
seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakkan 
pada nomor urut 1,2 atau 3 dan tidak berada di bawah nomor urut 
tersebut. Demikian selanjutnya dari nomor urut 4 hingga 7.  
Apabila dicermati uraian yang telah dikemukakan di atas, ada 
sebuah kemajuan bagi kesetaraan perempuan. Secara umum, ada 
beberapa hal penting yang perlu dicatat terkait dengan kelebihan 
kebijakan kuota tersebut. Pertama, undang-undang tersebut (sebagai 
sebuah kebijakan) mengenalkan kewajiban kuota perempuan dalam partai 
politik, khususnya bagi partai di tingkat nasional. Undang-undang partai 
politik menegaskan, kuota perempuan dalam partai politik. 
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Merupakan prasyarat untuk mendukung kuota perempuan di 
parlemen. Hal tersebut dapat memperluas akses perempuan pada 
pengambilan keputusan dalam partai politik, termasuk dalam hal berapa 
jumlah perempuan yang dapat terlibat, serta bagaimana pemeringkatan 
pencalonan anggota parlemen akan diurutkan dalam pemilihan umum. 
Kedua, undang-undang baru tersebut mengenalkan sejumlah 
sanksi bagi partai politik yang tidak mampu memenuhi kebijakan kuota. 
Meskipun peraturan mengenai sanksi tersebut banyak mendapatkan kritik 
karena dianggap masih sangat lemah, yakni hanya terungkap dalam 
bentuk pengumuman di media, juga saran untuk merevisi susunan 
pemeringkatan pencalonan, tetapi hal ini masih bisa dilihat sebagai 
sebuah kemajuan bagi implementasi kebijakan kuota perempuan 
dibandingkan regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 12 
tahun 2003.  
Ketiga, adanya penekanan yang jelas mengenai kesetaraan dan 
keadilan gender dalam rekrutmen politik dan juga dalam pendidikan politik 
dapat merupakan terobosan bagi peningkatan kualitas dan pemberdayaan 
kaum perempuan. Kejelasan tersebut akan menjadi harapan baru bagi 
kaum perempuan untuk mengambil lebih banyak peran dalam dunia 
politik. Selama ini rekrutmen politik lebih mengutamakan kaum laki-laki 
daripada kaum perempuan, meskipun kaum laki-laki dan perempuan 
sebenarnya memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam ranah politik 
ini. 
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C. Perempuan Dalam Lembaga DPR 
Di zaman modern dan dewasa ini, tingkat kehidupan berkembang 
sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang 
tidak merata dan dengan secara tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak 
mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas keadaan menghendaki 
bahwa kedaulatan rakyat itu dapat dilaksanakan dengan melalui 
perwakilan rakyat (representation). 
Dalam Kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau 
demokrasi, biasa juga disebut sistem demokrasi perwakilan 
(representative democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect 
democracy).16yang mana, sistem perwakilan rakyat tersebut dijalankan 
oleh para wakil-wakil rakyat yang duduk di parlemen. Para wakil rakyat 
tersebut bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat tersebut yang 
menentukan corak  dan cara kerja pemerintahan. 
Dalam kaitannya dengan keterwakilan perempuan diparlemen, tata 
pemerintahan sering dikonotasikan dengan pemerintah, kalangan bisnis, 
dan masyarakat yang mengesankan gender netral, yang menunjukkan 
fakta adanya peluang memarginalisasikan kepentingan perempuan yang 
di Indonesia ini jumlahnya lebih dari 50% total penduduk. 
Tata pemerintahan global melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), menetapkan pentingnya menciptakan lingkungan yang 
memungkinkan hak individu ditetapkan tanpa memandang jenis kelamin. 
Upaya reform atau perbaikan tata pemerintahan harusnya didasarkan 
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pada kebutuhan yang dirasakan warga sebuah komunitas dalam 
kehidupan sehari-harinya dan perempuan selalu terlibat dalam segala 
aspek kehidupan komunitas yang bergerak dari hari ke hari, baik di ruang 
domestik maupun di ruang publik. 
Revitalisasi kelembagaan yang mampu mendorong tata 
pemerintahan yang baik (Good Governance) diarahkan untuk meletakkan 
unsur representasi sebagai prinsip dalam tata pemerintahan yang baik. 
Pengertian partisipasi perempuan pun harus meletakkan perempuan 
sebagai subyek, mulai proses perencanaan, memantau jalannya program, 
sampai evaluasi yang mencerminkan representasi kepentingan 
perempuan atas keterlibatannya. Partisipasi di ruang privat sepertidalam 
reproduksi dan dalam pekerjaan rumah tangga lainnya layak untuk  
diperhitungkan sebagai partisipasi produksi/ekonomi perempuan. 
Dalam sejarah perpolitikan Indonesia hampir tidak pernah ada 
tempat yang layak bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam 
posisi simetris, sepadan dan saling bersinergi dengan kaum laki-laki. 
misalnya saja, dalam sejarah perjalanan pemilu di Indonesia yang sudah 
dilakukan sebanyak sembilan kali, mayoritas pesertapemilu umumnya 
didominasi oleh kaum laki-laki sehingga keberadaan kaum perempuan 
menjadi tak terwakili (underrepresented) dalam semua jabatan politik. 
Karena posisinya asimetris dan dihampir semua jabatan politik, maka baik 
yang diangkat maupun yang dipilih lebih banyak dikuasai laki-laki, 
sehingga sangat wajar kalau kebijakan publik maupun politis yang 
dihasilkan tidak mengakomodasi kepentingan politik kaum perempuan. 
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Dalam kondisi dan konteks kebijakan seperti itulah ketimpangan gender 
terjadi. 
Seiring dengan bergulirnya era reformasi, masalah kesetaraan dan 
keadilan gender pun sudah dituangkan dalam Propenas 2000-2004, yakni 
program untuk meningkatkan kualitas peranan perempuan dalam bidang 
hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sosial budaya, dan Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan 
gender dalam pembangunan nasional. 
Dalam wacana perubahan yang semakin demokratis kondisi 
marjinalisasi perempuan, dianggap sebagai suatu pelanggaran hak asasi 
manusia, suatu pelanggaran yang menjurus kepada pengingkaran dan 
atau pengabaian terhadap hak-hak politik perempuan. Kurang 
terakomodasinya kaum perempuan dalam hak-hak politik misalnya antara 
lain disebabkan oleh: 
1. Konteks politik yang didominasi oleh kaum laki –laki sehingga 
kepentingan politik perempuan kurang terakomodasi; 
2. Konteks social yang didominasi kaum laki-laki sehingga 
menghasilkan praktek-praktek maskulin (maskulinisasi); dan 
3. Konteks budaya yang didominasi tradisi patriarkal yang 
menghasilkan kontruksi sosial tentang pembagian kerja laki-laki 
dan perempuan (berdasarkan seks). 
Secara umum, Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di 
lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang 
mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi 
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keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang 
penting. keterwakilan politik perempuan tersebut terkait dengan beberapa 
pertimbangan berikut ini: 
1. Konstruksi sosial, yang mana Perempuan sendiri terkonstruksi 
secara social, bahwa kedudukan-kedudukan tertentu yang 
sifatnya politis adalah laki-laki. Ini bersumber pada pertentangan 
antara dunia politik dengan dunia perempuan. Di samping itu, 
keterbatasan kemampuan perempuan, kegiatan masyarakat 
yang seolah-olah sebagai sesuatu tidak ideal untuk berpolitik, 
kesediaan perempuan sendiri untuk duduk di jajaran elit politik, 
memberikan sumbangan pada langgengnya konstruksi sosial 
tersebut. 
2. Konteks sosial di Indonesia yang masih didominasi laki-laki 
yang mengedepankan KKN, kekerasan dan perebutan 
kekuasaan. Akibatnya adalah hancurnya sistem perekonomian 
dan sosial, ketidakpastian hukum, krisis kepercayaan di antara 
warga masyarakat dan negara sehingga muncul berbagai 
konflik di berbagai daerah di Indonesia. Dalam situasi ini hampir 
tidak ada perempuan yang dilibatkan dalam peran penting 
pengambilan keputusan. 
3. Konteks politik, yang mana produk politik dan perundang-
undangan yang dihasilkan sangat tidak memihak kepentingan 
perempuan. Hal ini antara lain disebabkan minimnya jumlah 
perempuan di lembaga-lembaga formal. Di DPR dan DPD 
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perempuan hanya diwakili 9% dan kurang dari 5% untuk DPRD 
propinsi dan kabupaten/kota. 
4. Sangat dibutuhkan Tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu 
kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan 
anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan 
perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan 
waktu. 
Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah 
terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok 
sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, 
kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok-
kelompok pengajian. Alasan tersebut tidak hanya ideal sebagai wujud 
modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan 
dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 
Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat 
dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan 
dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu-isu kebijakan 
publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat. 
Apabila dicermati secara lebih mendalam, terutama dalam undang-
undang partai politik, kebijakan kuota perempuan ini sebenarnya sangat 
lemah. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya penekanan secara 
eksplisit tentang keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan 
partai. Maka dari itu tidak ada jaminan bahwa penyertaan 30% perempuan 
di dalam keanggotaan partai politik akan secara otomatis mengubah 
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paradigma partai untuk berpihak kepada perempuan. Ketidaktegasan 
aturan dalam undang-undang tersebut juga membuat angka 30% menjadi 
angka yang meragukan untuk dapat terwujud. 
Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dengan hanya berfokus 
pada angka melalui kuota keterlibatan perempuan, tidak akan banyak 
berarti tanpa diperkuat dengan perluasan akses dan keterlibatan 
perempuan dalam politik. Ketiadaan penguatan tersebut akan dapat 
menggiring kebijakan kuota pada “the politic of presence” atau “politik 
kehadiran.” 
Politik kehadiran dapat ditafsirkan sebagai kebijakan yang merasa 
cukup dengan kehadiran kaum perempuan dalam lembaga politik tanpa 
perlu secara serius menelusuri apakah kehadiran tersebut telah dan akan 
berkontribusi bagi perubahan kebijakan yang lebih memihak kepada 
perempuan? 
Dalam perjalanan sejarah perpolitikan di Indonesia, jumlah 
perempuan dalam parlemen memang belum menunjukkan angka yang 
signifikan. Perempuan masih dalam posisi yang lemah baik secara 
kualitas maupun kuantitas. 
Kaitannya dengan kualitas kerja perempuan, Dalam pemahaman 
anggota DPR yang berasal dari Fraksi PKS, pemimpin perempuan sedikit 
berbeda dengan pemimpin laki-laki, karena fitrahnya berbeda. Pemimpin 
perempuan memiliki keistimewaan yang lebih dibanding laki-laki. Dengan 
peran ganda yang diembannya, perempuan memiliki kemampuan me-
manage rumah tangga, organisasi, dan masyarakat. Pandangan ini 
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serupa dengan anggota DPR lainnya, juga pengurus partai. Perempuan 
lebih mampu dan kuat daripada laki-laki. “Dan jika sekarang yang 
memimpin perempuan, saya yakin tingkat korupsi menurun.”17 
Urgensi akan keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia 
banyak sekali terhambat oleh banyak faktor. Salah satunya adalah Sistem 
politik dan partai-partai politik di Indonesia tidak peka terhadap isu gender. 
Akibatnya, permasalahan tersebut sering disepelehkan. Faktor lain yang 
sangat berpengaruh terhadap sistem politik ialah adanya persepsi yang 
menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, bukan 
warga masyarakat, apalagi aktor politik.18 
Jika melihat kondisi perwakilan di parlemen (dalam hal ini DPR) 
jumlah perwakilan perempuan menunjukkan bahwa keterwakilan 
perempuan dari periode ke periode mengalami peningkatan, dan bahkan 
apabila kita melihat perkembangan dari periode 1999-2004 s.d 2009-2014 
kenaikannya cukup signifikan yaitu 9 persen meningkat menjadi 17,7 
persen 
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 Kalyanamitra, laporan hasil penelitian kualitas perempuan politisi di legislative, 2008 
hal 66. 
18
 J.l Suryakusuma, Statute Ibuism: The Social of Womanhood in New Order 
Indonesia, Thesis Magister of Arts, Hague. 1988, hal. 98 
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Tabel 2 
Persentase Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Agama, 
Pekerjaan, Jenis Kelamin, Penididikan Dan Usia 
Periode Tahun 1999-2004, 2004-2009 DAN 2009-2014 
 
  Melihat data keterwakilan perempuan, tidak semua Provinsi mempunyai 
keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat. Misalnya saja di 
Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi 
Tenggara, dan Provinsi Aceh. Data tersebut dapat kita lihat pada:  
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Tabel. 3 
Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Nasional  
dan Provinsi Hasil Pemilu 2009 
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D. Eksitensi Perempuan Dalam Dunia Politik 
Kepemimpinan di Indonesia, mulai dari Bupati/Wali Kota hingga 
ketua MPR RI dan anggota DPR/D serta Presiden dan Wakil Presiden 
besarta jajaran kabinetnya, adalah bagian dari produk politik yang 
diselenggarakan oleh partai politik. Hal tersebut menjadikan keberadaan 
parpol dalam kancah kepemimpinan dan produk kebijakan public di 
Indonesia menjadi factor penentu, sehingga penting keterlibatan berbagai 
pihak untuk ikut mendorong parpol agar memiliki kepengurusan dan 
program partai yang professional, modern serta sensitive atas gender. 
Apalagi kenyataan menunjukan jumlah Penduduk Perempuan di 
Indonesia mencapai 118.048.783 jiwa dari total penduduk Indonesia 
berjumlah 237.556.363 jiwa(BPS, Agustus 2010).19 
Dalam konteks kepengurusan serta program parpol yang sensitive 
atas gender, optimalisasi peran pemerintah, DPR, akademisi,, media 
informasi, dan kalangan masyarakat sipil sangat diperlukan. Begitu pula 
studi tentang persoalan dan model kaderisasi perempuan dalam partai 
politik khusunya ditingkat local perlu dilakukan. Temuan pada tingkat local 
memiliki tingkat signifikansi yang kuat bagi upaya partisipasi dan 
pemberdayaan permpuan dalam partai politik karena memilik pengaruh 
langsug pada isu-isu feminism di tingkat local seperi kesejahteraan, 
pendidikan, dan kesehatan. 
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 I Ketut  Putra Erawan, Ph.D (institute For Peace and Democracy Model Kaderisai 
Perempuan di Partai Politik Kemitraan Bagi Pambaruan Tata Pemerintahan di 
Indonesia.halman 16 
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Perempuan yang berdaya dalam politik memiliki kapasitas untuk 
memperjuangkan kepentinganya dalam kebijakan public. Dalam konteks 
ini persoalan kaderisasi tidak dilihat semata-mata sebagai persoalan partai 
namun juga melihat factor-faktor penting lainya yang mempengaruhi 
seperti kapasitas suara perempuan di mata pemilih, dinamika kekuatan 
politik yang ada di partai, pengaruh peran gender dan tugas domestic, dan 
koneksitas kader perempuan dalam politik dengan gerakan perempuan. 
1. Keterlibatan Perempuan Dalam Politik 
Sebagian besar literature yang mengkaji keterlibatan perempuan 
dalam politik, berfokus pada analisa tentang hambatan-hambatan yang 
dihadapi permpuan dalam politik. Ada kajian yang melihat persoalanya 
ada pada isu keterlibatan dalam politik dalam membutuhkan dukungan 
financial dan network yang kuat. Perempuan adalah pendatang baru  yang 
memiliki keterbatasan memobilisasi uang, informasi, serta pendukung. 
Hambatan yang bersifat structural ini menjadi penyebab minimnya atau 
tidak efektifnya keterlibatan mereka.20 
Ada pula kajian yang berfokus pada hambatan tata nilai, .lembaga 
dan tradisi, serta kewajiban-kewajiban sepihak yang membuat gerak 
perempuan dalam politik menjadi terbatas. Tata nilai dalam keluarga dan 
masyarakat, tradisi dan lembaga yang menempatkan laki-laki sebagai 
actor wilayah publk akan membuat perempuan tidak memperolah 
dukungan simbolik dari peranya. Kewajiban-kewajiban domestic dan 
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 Ibid 
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cultural yang memberatkan perempuan akan mengurangi kesmpatan dan 
dukungan substansif bagi keterlibatan perempuan. 
Selanjutnya ada pula berbagai kajian yang melihat kapasitas 
individual permpuan sebagai factor yang menghambat aktivitasnya di 
dunia politik. Minimnya kesmpatan untuk menambah kapasitasnya dalam 
politik. Berbagai kapasitas tersebut meliputi kemampuan mengorganisasi 
massa, berkomunikasi, mengorganisir lembaga, merancang program, 
mengelola keuangan, merancang starategi kampanye, merancang 
kebijakan, merancang sistem evaluasi kebijakan, dan lain-lainya. 
Melibatkan perempuan dalam bidang politik berarti memperkuat 
kapasitas perempuan untuk merespon hambatan structural, kultural, 
individual. Kajian terhadap kaderisasi perempuan dalam politik selanjutnya 
akan dikaji  aspirasi dari perempun terhadap politik dan partai politik. 
2. Partai Politik Dan Pelibatan Perempuan 
Pelibatan permpuan dalam pSartai politik lewat kaderisasi partai 
diharapkan bukan hanya mampu membuat perempuan merespon 
hambatan structural, kultural, dan personal, tetapi juga menyumbang 
terhadap reformasi dalam tubuh partai serta politik secara umum. Cara 
berpikir strukturisasi insentif dan tranformatif inilah yang digunakan dalam 
merancang studi tentang kaderisasi perempuan dalam partai.
21
 
Hambatan structural dan kultural membutuhkan kaderisasi 
perempuan yang berstandar pada upaya transformative politik dan 
menyambungkan spirit gerakan perempuan dalam pengorganisasian 
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 Ibid. hlm 20 
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partai. Hambatan individual dan strukural direspon dengan melibatkan 
perempuan dalam arena akses kekuasaan. Arena kebijakan dan 
evaluasinya. Sector-sektor startegis (critical acts)  dari perempuan. Peran-
peran yang signifikan pada sector-sektor utama politik tersebut akan 
mendorong machinery dan politik yang sensitive terhadap kepentingan 
perempuan. Tentu pada  masing-masing peran strategis tersebut 
dirancangkan mekanisme untuk memunculkan actor-aktor perempuan. 
Pemikiran ini akan menjadi dasar bagi inisiatif untuk member kapsitas 
substansive terhadap strategi pelibatan perempuan dengan mendasarkan 
ppada affirmative action dan quota (critical numbers). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar. 1. Pelibatan Perempuan 
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3. Kajian Terhadap Model Kaderisasi Perempuan Dalam Parpol 
Model kaderisasi parpol pada umumnya menitikberatkan pada 
penguatan parpol bukan pada perempuan. Tidak ada transformasi politik 
dan tidak ada kesinambungan. Disamping itu juga tidak ada kontribusi 
bagi kesinambungan perempuan partai.22 
Namun dari hasil kajian terhadap model yang ada, ditemukan ada 
tiga bentuk atau model dan adanya kebutuhan untuk membuat model 
alternatif. Pertama,adalah model-model pendidikan politik bagi 
perempuan, model-model ini mencoba mengenalkan norma, institusi, dan 
praktek-praktek politik umum pada perempuan. Seringkali model-model 
seperti ini membantu  perempuan untuk dapat mengespresikan 
aspirasinya(voice), mengenal institusi dan proses politik, serta 
pengetahuan tentang negara dan pembuatan kebijakan. Model ini 
dirasakan belum memadai untuk digunakan karena tekananya hanya 
pada politik perempuan dan terbatasnya materi tentang partai politik dan 
kaderisasi. Model ini juga punya kelemahan untuk melahirkan kebutuhan 
dari partai-partai politik untuk menggunakanya, karena dampaknya yang 
kurang terhadap partai politik itu sendiri. Efek transformative perempuan 
dalam politik juga menjadi tidak maksimal ketika model tidak secara 
eksplisit diletakan dalam kerangka logika partai. Model ini, secara 
sederhana, masih model pelibatan perempuan dalam politik, dan belum 
menjadi kaderisasi perempuan dalam partai politik. Kedua,adalah model-
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 Ibid, halaman 31 
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model pendidikan partai politik. Model-model ini mencoba mengenalkan 
konsep, skill, dan dinamika dari institusi partai politik bagi perempuan. 
Seringkali model-model seperti ini membantu perempuan untuk mengenal 
dan memahami bekerjanya,fungsi, dan dinamika partai politik. Seringkali 
dielaborasi pula, dinamika kontekstual dan partai politik dalam pemilu, 
ketika berhubungan dengan konstituen, dalam ranah Negara dan 
kebijakan publik, serta dinamika pengelolaan organisasi partai politik. 
Namun model ini terlalu umum dan dan cenderung tidak sensintive 
terhadap situasi, kebutuhan, dan dinamika politik perempuan. Issue 
tentang kapasitas aspirasinya, independensi secara ekonomi, kultural, dan 
structural, serta independpendensi terhadap tubuh mereka. Luput dari 
focus. Model ini dirasa belum memadai untuk digunakan karena 
tekananya pada partai politik dan pembahasan tentang politik perempuan 
masih terbatas. Model ini juga punya kelemahan untuk mengintegrasikan 
kebutuhan dari perempuan dalam kegiatan partai-partai politik. Efeknya 
adalah legitimasi dan dukungan perempuan terhadap model ini menjadi 
minimal. Dengan kata lain, model ini masih merupakan model reformasi 
partai politik, dan belum menjadi model kaderisasi perempuan dalam 
partai politik. Ketiga, adalah model-model organisasi dan manajemen. 
Model-model ini mencoba mengenalkan konsep, skill, dan dinamika dari 
organisasi dan manajemen umum dalam kaderisasi. Seringkali model-
model seperti ini membantu perempuan untuk mengenal dan memahami 
bekerjanya, fungsi, dan dinamika organisasi dan manajemen umum. 
Keunggulan model ini adalah mengenalkan dan melatih kemampuan 
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pengorganisasian dan manajemem umum (perencanaan, program, 
pelaksanaan, evaluasi) dan berbagai bidang organisasi(keuangan, HRD, 
riset, auditing, komunikasi, data base dll). Namun, kelemahanya adalah 
model kaderisasi umum ini tidak sensitive terhadap elemen perempuan 
dalam politik dan elemen partai politik. Kelemahan itu menyebabkan 
kesulitan untuk mengintegrasikan kebutuhan dari perempuan. Model ini, 
secara umum masih merupakan model organisasi dan manajemen 
tentang kaderisasi, serta belum merupakan model kaderisasi perempuan 
dalam partai politik. 
Dalam rangka merancang model kaderisasi perempuan dalam 
partai politik di Indonesia, maka dibutuhkan) sebuah desain yang mampu 
mengintegrasikan elemen-elemen utama dari model  keterlibatan 
perempuan dalam politik, model partai politik, dan model organisasi dan 
manajemen(kaderisasi). 
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Kecanggihan dalam perancangan diharapkan muncul ketika model 
tersebut sensitive terhadap perempuan, partai politik, dan kaderisasi. 
Semantara itu ada empat pemikiran yang menjadi dasar bagi 
perancangan model kaderisasi perempuan. Pertama, adanya kebutuhan 
untuk merancang model dimana keterlibatan perempuan juga member  
impilkasi terhadap partai politik dan cara berpolitik secara umum. Kedua, 
adalah perlunya melihat partai sebagai sebuah entitas yang tidak monolitik  
dan dinamikanya berada dalam berbagai arena. Ketiga, pelibatan 
permpuan adalah sangat strategis bukan hanya jumlahnya sebagai 
pemilih atau kandidat, tetapi juga tawaran  kebijakan alternative 
(tekananan pada kesejahteraan keluarga) dan cara mengelola politik (cara 
persuasive dan networking). Keempat,model kaderisasi akan memberi 
pilihan berdasarkan berbagai arena keterlibatanya. 
 
E. Kerangka Kebijakan Dan Institusi Untuk Pemberdayaan 
Perempuan Di Indonesia 
Pengarustamaan Gender merupakan staregi pemajuan dan 
pemberdayaan perempuan dalam ranga mencapai kesetaraan gender 
yang dipandang sebagai bagian integral dari kerangka institusional di 
tingkat nasional untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Sebagai 
landasan pemebrdayaan perempuan di Indonesia berikut adalah 
kerangaka acauan yang bisa digunakan yaitu:23 
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 Indriaswaty Dyah Saptaningrum, MA, Parlemen Yang Responsif Gender Dalam 
Fungsi Legislatif Jakarta 2008, halaman  17-22 
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1. Kerangka Hukum 
Pemberdayaan perempuan merupakan kebijakan pembangunan 
yang dikukuhkan melalui Tap MPR No. IV/TAP/MPR.1978 tentang 
peningkatan peranan wanita dalam pembangunan. Ketentuan ini 
merupakan penguatan kerangka hukum perlindungan terhadap 
perempuan melalui ratifikasi konvennsi CEDEAW tahun 1984 melalui 
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal ini menegaskan komitmen 
pemerintah dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan. 
 
2. Kerangka Institusional 
Pemberdayaan perempuan dikuatkan melalui Ketetapan MPR No 
IV/MPR/1999 tentang GBHN. Sebagai turunan dari ketetapan ini. 
Rencana program pembangunan nasional dirumuskan melalui UU  No 25 
Tahun 2000 Propenas. Dalam Rencana Pembangunan Menengah 
Nasional (RPJM) tahun 2004-2009, upaya pemberdayaan perempuan 
dibagi dalam dua bab khusus yaitu, penghapusan diskriminasi, dan 
peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan. Dalam RPJMN tersebut 
terdapat empat prioritas pemberdayaan perempuan dan anak, tiga 
diantaranya secara khusus ditujukan bagi pemberdayaan perempuan. 
Dalam RPJMN, Sasaran Penghapusan Diskriminasi Dalam Berbagi 
Bentuk Diarahkan Pada: 
1. Terlaksananya peraturan perundang-undangan yang tidak 
mengandung perlakuan diskriminasi baik kepada setiap warga 
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negara, lembaga,/instansi pemerintantah, Maupun lembaga 
swasta/dunia usaha secara transparan dan konsisten; 
2. Terkoordinaksikanya dan terharmoniskanya pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang tidak menonjolkan 
kepentingan tertentu sehingga dapat mengurangi perlakuan 
diskriminatif terhadap warga negara; 
3. Terciptanya aparat dan sistm pelayanan publik yang adil dan 
dapat diterima oleh setiap warga negara. 
Sedangkan paa level kebijakan, diarahkan pada upaya 
menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten, adil dan 
tidak diskriminatif dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi 
termasuk ketidakaadilan gender bahwah setiap warga negara 
memilii kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa 
terkecuali; 
2. Menetapkan hukum dengan adil, melalui perbaikan sistem 
hukum yang professional, bersih, dan berwibawa. 
Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta 
kesejahteraan dan perlindungan anak dijabarkan lebih lanjut melalui 
beberapa penjelasan penting terkait dengan komitmen pemajuan hak 
perempuan. 
Sasaran pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas hidup 
perempuan dan kesejateraan anak adalah: 
1. Terjaminya keadilan gender dalam berbagai perundangan, 
program pembangunan, dan kebijakan publik; 
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2. Menurunya kesenjangan pencapaian pembangunan antara 
perempua dan laki-laki. 
3. Menurunya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; 
serta 
4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. 
Sedangkan prioritas  dan arah kebijakan pembangunan yang akan 
dilakukan adalah: 
1. Menigkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan 
jabatan publik; 
2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta 
bidang pembangunan lainya, untuk mempertinggi kualitas hidup 
dan sumber daya kaum perempuan 
3. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan 
dan anak; 
4. Menyempurnakan perangkat hukum pidana yang lebih lengkap 
dalam melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan 
dalam rumah tangga; 
5. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan 
pengarustamaan gender dan anak dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai 
kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan di segala 
bidang, termasuk pemenuhan komitmen-komitmen 
internasional, penyediaan data dan statistic gender, serta 
peningkatan partisipasi masyarakat. 
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Terdapat kebijakan lain yang juga penting untuk dirujuk antara lain 
Rencana Aksi Nasional Peningkatakan Kualitas Hidup Perempuan(RAN 
PKHP). RAN PKHP merupakan Rencana Strategis dibawah Payung 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 
3. Kerangka Normatif 
Di samping kerangka hukum dan kerangka institsional yang 
digunakan, terdapat pula kerangka normative yang menjadi landasan bagi 
perlindungan hak asasi manusia dan perwujudan kehidupan yang 
berkeadilan dan berkesetaraan gender, serta perlindungan hak dan 
kesejahteraan anak. Kerangka normatif pengarustamaan gender dalam 
segala bidang pembangunan dapat dilihat dalam table berikut ini. Table ini 
dapat juga berfungsi sebagai checklist awal dalam proses penyusunan 
undang-undang, untuk melihat berbagai ketentuan undang-undang yang 
terkait dengan materi undang-undang yang akan dirumuskan. Secara 
khusus daftar ketentuan perundang-undangan ini dapat memberikan 
informasi tambahan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan 
undang-undang. 
Kerangan normatif pemberdayaan perempuan yaitu: 
1. UUD 1945, amandemen II, tentang hak asasi manusia; 
2. UU No. 68/1958 tentang hak-hak politik perempuan; 
3. UU No. 7/1984 tentang pengesahan konvensi mengenai 
penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
wanita(CEDEW); 
4. UU No. 25/2000 tentang program pembangunan 
nasional;Perpres No.7/2005 tentang rencana pembangunan 
jangka menengah 2004-2009; 
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5. UU No. 5/1998 tentang Pengesahan “ Convention against 
Torture and  orther Cruel, Inhuman or Degrading Treament or 
Punishment”; 
6. UU No. 19 tentang Pengesahan ILO Convention Number 138 
concerning Abolition of Forced Labour”; 
7. UU No. 20/1999 tentang Pengesahan “ ILO Convention 
Number 138 Concerning Minimum Age For Asmission to 
Employment‟; 
8. UU No. 21/1999 tentang Pengesahan “ILO Convention Number 
111 Concerning Dscrimination in Respect of Employment an 
Occupation”; 
9. UU No. 29/1999 tentang ratifikasi Konvensi Internasional 
tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi Rasial; 
10. UU No. 39/1999 tentang hak asasi manusia 
11. UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional 
12. UU No. 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
13. UU No. 31/2002 tentang Partai Politik 
14. UU No.23/2002 tentang perlindungan anak 
15. UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas 
16. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah 
tangga 
17. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 
18. UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat ,dan Daerah; 
19. UU No. 2/2008 tentang Partai Politik 
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20. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah;  
21. PP No 25/2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi 
22. Keputusan Presiden(KEPPRES) No. 36/1990 tentang 
Pengeshan Convention on the Rights Of the Child(Konvensi 
Hak-hak anak); 
23. KEPPRES No. 129/1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak 
Asasi Manusia; 
24. KEPPRES No. 129/1998 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 
tentang 87 tentang Kebebasan berserikat 
25. KEPPRES No. 87/2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) 
Penghapusan eksploitasi Seksual Komersial anak; 
26. KEPPRES No. 88/2002 tentang Rencana Aksi Nasional 
Penghapusan Perdagangan dan Anak; 
 
F. Persepsi  Perempuan Pemilih Tentang Pemilu, Wakil Rakyat 
dan Wakil Rakyat Perempuan 
Secara umum, perempuan basis memandang Pemilu sebagai 
ajang untuk memilih wakil rakyat. Wakil rakyat dipahami sebagai orang 
yang dapat dipercaya oleh rakyat, bisa menyampaikan suara rakyat, dan 
mampu membawa kehidupan rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik 
Ketika digali pendapat peserta tentang wakil rakyat yang menjabat 
saat ini, pendapat yang muncul adalah sosok yang suka mengabaikan 
rakyat, tidak peduli dengan kemiskinan, OKB (Orang Kaya Baru). Mereka 
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cenderung tidak tahu malu, suka korupsi, suka pelesir ke luar negeri, suka 
janji-janji palsu dan orang yang tidak bisa dipercaya. Tergali juga bahwa 
selama ini basis perempuan belum secara independen memilih partai. 
Beberapa alasan yang dikemukakan bahwa selama ini milih partai karena 
ikut pilihan kiyai, pilihan suami, saudara, teman atau lingkungan. Dalam 
kondisi seperti ini, maka proses pendidikan politik menjadi satu kebutuhan 
untuk membentuk perempuan pemilih yang independen (sadar akan 
pilihannya dan rasional). 
Dari eksplorasi yang dilakukan, mayoritas peserta belum mengerti 
urgensi keterwakilan perempuan di lembaga legislative. Bagi mereka, 
tidak masalah caleg laki-laki atau perempuan asal mau mengerti 
penderitaan rakyat.Namun, mereka bisa bersepakat ketika 
dijelaskanpentingnya perempuan ada dilembaga legislative, termasuk 
untuk memilih calon wakil rakyat perempuan. Ketika dilakukan eksplorasi 
lebih jauh, wakil perempuan yang diinginkan adalah perempuan yang 
tidak hanya berjenis kelamin perempuan. Perempuan yang diinginkan 
adalah perempuan secara ideologis, yaitu perempuan yang memiliki 
kemampuan intelektual dan emosional serta mau dan mampu 
memperjuangkan agenda perempuan. 24 
Keinginan tersebut muncul dari realita yang ada saat ini, bahwa 
banyak dari wakil rakyat yang sebenarnya memiliki kemampuan intelektual 
tinggi, namun sayangnya kemampuan tersebut tidak iimbangi dengan 
kemampua emosional. Otak pintar namun tidak memiliki kepekaan nurani, 
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 Andriana Venny, Ada Untuk Membawa Perubahan : Refleksi Perempuan  Anggota 
Parlemen  Periode 2004-2009 , Jakarta. Halaman  21 
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sehingga kepintarannya digunakan untuk membodohi rakyat. Hal ini 
tercermin pada kasu maraknya korupsi APBD didaerah dan menabrak 
peraturan yang ada untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Mereka 
seolah tiak mau tahu bahwa mereka berpesta diatas penderitaan rakyat. 
Dari sini, tercermin bahwa dalam proses pemilu nanti, caleg 
perempuan yang mengusung agenda perempuan dan memiliki 
kemampuan yang memadai sebagai anggota legislatif perlu 
disosialisasikan ke masyarakat luas agar keberpihakan kepada caleg 
perempuan tidak terjebak pada keberpihakan  yang hanya berdasarkan 
atas jenis kelamin tertentu dan bisa menjadi pelopor serta teladan dalam 
hal kepedulian dan kepekaan nurani. 
1. Isu Perempuan yang Harus Diperjuangkan 
Hasil FGD di tiga kota menunjukkan bahwa persoalan yang banyak 
dihadapi oleh perempuan adalah persoalan yang terkait dengan 
kehidupan mereka sehari-hari. Persoalan yang oleh masyarakat masih 
diberi label “persoalan perempuan”. Meskipun bila kita melihat dengan 
konteks yang lebih luas, persoalan yang dimunculkan sebenarnyaadalah 
persoalan keluarga, komunitas lingkungan, kebangsaan, dan masalah 
kemanusiaan, meskipun mau tidak mau, harus diakui bahwa beban 
terbesar dari seluruh persoalan  yang muncul adalah perempuan dan 
anak. Persoalan yang dimunculkan bukan sekadar persoalan perempuan 
sebagai perempuan. Tapi justru yang lebih banyak muncul adalah 
persoalan yang terkait peran yang dilabelkan pada perempuan secara 
kultural (baca:keluarga). Misalnya harga sembakoyang mahal, tariff listrik 
yang naik, pendidikan mahal, biaya rumah sakit yang mahal, serta 
banyaknya pajak dan retribusi yang harus dibayar. 
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Dalam FGD25 tergali beberapa permasalahan spesifik untuk 
kelompok perempuan tertentu. Misalnya, kelompok buruh. Permasalahan 
yang banyak dihadapi adalah perempuan yang bekerja untuk shift malam. 
Mereka khawatir dengan factor keamanan, terutama kemanan dalam 
perjalanan. Selain itu, prosedur memperoleh cuti haid dipersulit dan 
melecehkan perempuan karena harus diperlihatkan kepada dokter di 
poliklinik bahwa ia sedang benar-benar haid. Sementara itu, kelompok 
petani melihat bahwa saat itu pemerintah tidak memperlihatkan nasib 
mereka yang ditandai dengan membanjirnya beras impor. Harga satu 
kuintal pupuk jauh lebih mahal dari harga satu kuintal gabah adalah 
perumpamaan yang diberikan untuk menggambarkan kesulitan hidup 
yang dihadapi oleh petani. Ironis memang, jika melihat bahwa 
sesungguhnya Indonesia adalah negara yang tanahnya subur, dan 
mayoritas pendudukanya berprofesi sebagai petani.  
Kelompok guru menyoroti rendahnya perhatian pemerintah pada 
sector pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya komitmen pemerintah 
untuk memenuhi ketentuan alokasi anggaran pendidikan 20% yang telah 
diamanatkan dalam amandemen UUD 1945. 
2. Analisis Isu Perempuan 
Pengalaman menarik dari proses FGD yang dilakukan adalah 
permasalahan yang diutarakan oleh basis perempuan, bukanlah  
permasalahan yang dihadapi oleh perempuan sebagai individu. Namun 
mereka memandang permasalahan secara luas, yaitu permasalahan yang 
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 Sa‟id Al Afghani,  Pemimpin Wanita di Kancah Politik, Jakarta  2007. Hal 45. 
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dihadapi oleh diri dan keluarganya. Kondisi ini tidak dapat terlepas dari 
peran yang dibebankan secara structural dan kultural kepada perempuan. 
 Konsep yang memandang perempuan pada dua level sekaligus, 
yaitu perempuan sebagai individu dan perempuan sebagai pengelola 
keluarga merupakan konsep yang dikembangkan Gender Budget Initiative 
(GBI). Saat ini GBI banyak dikembangkan banyak dikembangkan di 
banyak negara, antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Rwanda, 
Tanzania, Philipina, Indonesia, dan negara-negara Amerika Latin (Meksiko 
Bolivia, Uruguay,  dan Chili). IGB mendefinisikan gender sebagai relasi 
social antara laki-laki dan perempuan. Relasi ini seringkali tercermin dan 
berakibatpada ketidak setaraan laki-laki dan perempuan yang sudah 
sedemikian mengakar. Analisis IGB menydari bahwa segala perbedaan 
antara laki-laki dan perempuan akan sulit dihilangkan. Perbedaan itu 
hanya akan menimbulkan masalah jika sudah menyentuh ketidak 
setaraan gender.  
Dalam kaitan dengan hal tersebut, maka IGB memandang perlu 
adanya perubahan paradigm ekonomi makro, dengan mempromosikan 
the care economy (ekonomi kepedulian). IGB mempertanyakan 
pandangan ekonomi tradisional yang mengakui bahwa sector produksi 
hanya dijalankan oleh sector swasta dan pemerintah, sementara sector 
rumah tangga dipandang sebagai sector yang hanya bisa mengkonsumsi. 
Konsep care economy memandang bahwa ketiga sector 
(pemerintah, swasta, dan rumah tangga) sesungguhnya sama-sama 
memproduksi dan mengkonsumsi. Dengan demikian pekerjaan domestic, 
seperti merawat, mengasuh, mendidik anak, memasak, membersihkan 
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rumah, merawat orangtua, membantu suami disawah adalah kegiatan-
kegiatan produktif yang dilakukan oleh sector rumah tangga. Sebagian 
besar dari pekerjaan dmestik ini dilakukan oleh perempuan sebagai akibat 
pembagian peran secara kultural yang sudah berjalan berabad-abad 
lamanya. Beban kerja domestic dialami oleh setiap perempuan, terutama 
perempuan yang sudah menikah, baik ia bekerja diluar rumah maupun 
tidak. 
 Kondisi ini memunculkan beban ganda perempuan, yaitu beban 
pekerjaan domestic dan beban mencari nafkah. Beban ganda ini paling 
berat ditanggung oleh perempuan dari keluarga miskin. Mengapa? Karena 
dalam satu keluarga miskin, si istri akan terpanggil untuk membantu 
suaminya mencari nafkah, sementara ia juga harus mengerjakan 
pekerjaan domestic lainnya ditengah-tengah kurangnya fasilitas sebagai 
akibat dari kemiskinan yang mereka alami.  
 Di sisi lain, pekerjaan domestic tidak dianggap sebagai pekerjaan 
produktif karena tidak menghasilkan nilai ekonomis dan tidak dimasukkan 
dalam perhitungan Produk Domestik Brutto (PDB) suatu negara. Indicator 
kinerja pemerintah yang lebih menitikberatkan pada tingkat pertumbuhan 
ekonomi akan mengakibatkan rendahnya perhatian pemerintah pada 
sector rumah tangga. Bukti konkritnya adalah rendahnya alokasi anggaran 
untuk sector-sektor yang berhubungan dengan bidang social 
kemasyarakatan yang dekat dengan perempuan dan peran kultural 
perempuan. Sebagai contoh, rendahnya alokasi anggaran untuk bidang-
bidang yang „dekat‟ dengan „persoalan perempuan‟ seperti kesehatan, 
pendidikan, pengadaan air bersih. 
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 Untuk mengubah ketimpangan yang terjadi, maka pemerintah 
harus menjadi pelopor untuk menghargai kerja domestic perempuan yang 
selama ini tidak pernah dibayar (unpaid work) dengan memenuhi 
kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender secara parallel. 
Pemenuhan kebutuhan praktis gender melalui perhatian pemerintahpada 
sector-sektor yang „dekat‟ dengan perempuan (misalnya pendidikan, 
kesehatan) ditujukan untuk mengurangi beban ganda perempuan. 
Pengurangan beban ganda perempuan adalah prioritas kerja yang harus 
dilakukan, didasarkan pada hasil elaborasi masalah di basis sehingga 
lebih dahulu sebelum memberikan perhatian pada sector yang lain.  
 Komitmen pemerintah tersebut harus dinyatakan dalam bentuk 
peraturan yang memiliki kekuatan hukum sebagai wujud pemenuhan 
kebutuhan strategis. Contoh konkrit dari pemenuhan kebutuhan praktis 
dan strategis gender secara parallel adalah besaran alokasi anggaran 
untuk sector-sektor prioritas, yang dikukuhkan dalam perda (untuk APBD) 
dan Undang-Undang (untuk APBN). 
 Dalam jangka panjang, perhatian pemerintah untuk mengurangi 
beban ganda perempuan ini diharapkan memberikan dampak positif, yaitu 
amembuka mata masyarakat bahwa kerja domestic (kerja reproduktif) 
sama nilainya dengan kerja produksi sehingga pada akhirnya 
memunculkan kesadaran akan kesetaraan antara laki-laki dan 
perempuan. Ketika kesadaran itu muncul, maka persoalan diskriminasi, 
subordinasi dan marjinalisasi yang selama ini dihadapi oleh perempuan 
secara bertahap dapat dihilangkan. 
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3. Rekomendasi kepada Caleg Perempuan 
 Dari beberapa temuan di FGD basis perempuan di tiga kota 
tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan yang patut untuk menjadi 
rekomendasi bagi para caleg perempuan. Pertama, beranilah untuk 
bersikap „beda‟. Berani menyatakan perang terhadap kebiasaan-
kebiasaan yang kerapkali menjadi citra umum wakil rakyat yakni suka 
korupsi, tidak memperjuangkan rakyat, tidak memahami persoalan rakyat. 
Adanya keterwakilan perempuan diharapkan menjadi akan member warna 
cerah bagi lembaga perwakilan rakyat yang kian menipiscitra positifnya di 
mata rakyat. Caleg-caleg perempuan diharapkan bisa menjadi pelopor 
bagi anggota wakil rakyat yang lain untuk mulai menggerakkan agenda-
agenda good governance yang selama ini terkesan jalan ditempat. 
Agenda-agenda seperti pemberantasan korupsi, penguatan partisipasi 
rakyat, perjuangan untuk kesetaraan harus segera dikedepankan. 
Harapan ini jangan diartikan sebagai pembebanan yang berlebihan 
kepada caleg perempuan. Inilah saatnya membuktikan bahwa kehadiran 
caleg perempuan diparlemen memang memberikan perubahan yang 
nyata. Dengan demikian diharapkan suara miring tentang kuota 
perempuan bisa dihilangkan. 
Kedua, jagalah keseimbangan antara kualitas intelektual dengan 
kualitas emosional. Tetaplah menjaga sikap-sikap lembut, penuh kasih 
sayang dan penyabar. Caleg perempuan harus bisa mulai merubah image 
bahwa dunia politik identik dengan kekerasan, politik kotor dan saling 
jegal. Caleg perempuan bisa menciptakan sebuah arus baru dalam dunia 
politik yakni dunia politik yang lebih mengedepankan kesantunan, 
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kelembutan dan anti kekerasan. Lembut bukan berarti pasif dan diam. 
Lembut berarti siap untuk berdiskusi dan berdebat secara ilmiah, bukan 
debat kusir, dan bukan pula adu otot.  
 Ketiga,menjadi pelopor lembaga perwakilan rakyat untuk 
memperjuangkan isu kerakyatan terutama persoalan yang dekat dengan 
perempuan dan anak yang selama ini tidak diacuhkan karena dianggap 
bukan persoalan penting. Persoalan yang kerap melanda para wakil 
rakyat adalah adanya bias persoalan. Hal inikerap pada kahirnya 
memunculkan juga bias penanganan atau bias solusi. Parahnya solusiini 
berupa kebijakan public. Setiap kali harus membahas atau berbicara 
tentang “persoalan perempuan”, yang membahas adalah wakil rakyat 
perempuan sehingga menyebabkan wakil rakyat laki-laki apatis, tidak mau 
peduli terhadap persoalan perempuan. Oleh karena itu, caleg perempuan 
harus menjadi pelopor untuk mengangkat bahwa persoalan yang ada 
adalah persoalan yang bersama yang tidak seksis. Perlu dibangun 
kesepakatan pemahaman bersama mengenai pergeseran wacana 
“persoalan perempuan” menjadi persoalan masyarakat. Yang terpenting 
adalah menjadikan isu ini menjadi masalah prioritas bersama yang harus 
diperjuangkan penyelesaiannya oleh caleg perempuan dan caleg laki-laki. 
Kami sadar bahwa hal ini akan sulit dilakukan pada tahap-tahap awal. 
Namun, proses penyadaran bahwa persoalan-persoalan yang ada adalah 
persoalan bersama harus tetap dilakukan. 
Optimisme bahwa Pemilu 2004 akan menghasilkan perubahan 
harus ditumbuhkan. Perempuan basis telah menyampaikan harapan-
harapanya. Harapan yang ingin bisa diwujudkan menjadi kenyataan. 
Sebagian dari harapan tersebut disandangkan kepada caleg perempuan. 
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Caleg perempuan diharapkan dapat menjadi harapan bagi Indonesia baru 
yang demokratis, adil dan sejahtera. Selamat Srikandi Indonesia. 
 
G. Landasan Teori Dan Dasar Hukum 
1. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan suatu strategi untuk 
mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program 
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai 
bidang kehidupan dan pembangunan.26 
Inpres No.9 Tahun 2000merumuskan PUG sebagai suatu strategi 
untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan 
dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan 
permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam  proses perencanaan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan 
program di berbagai  bidang kehidupan dan sektor pembangunan. 
 Sementara itu, UN. Escol, 1997 menyatakan Pengarusutamaan 
Gender sebagai salah satu strategi untuk memasukkan isu dan 
pengalaman perempuan dan laki-laki ke dalam satu dimensi yang integral 
dalam rancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan 
program dalam setiap bidang agar perempuan dan laki-laki mendapat 
manfaat yang sama. Sedangkan Saparinah Sadli memandang PUG 
sebagai suatu pendekatan yang mengintegrasikan permasalahan 
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perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan 
pemantauan, evaluasi, kebijakan dan program proyek dari Instansi 
Pemerintah. Sedangkan dalam WSP II dinyatakan bahwaPUG adalah 
suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang 
mengintegrasikan pengalaman dan masalah perempuan dan laki-laki ke 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan dan program. (Hasan,2004) 
Dasar Hukum pelaksanaan PUG, selain UU No. 25/2000 Tentang 
PROPENAS dan Inpres No. 9/2000 Tentang Pelaksanaan PUG Dalam 
Pembangunan. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 
Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan di daerah. 
2. Ruang Lingkup Pengarusutamaaan Gender  
Lingkup Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi seluruh 
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
kebijakan dan program pembangunan nasional. Oleh karena itu, PUG 
penting dalam mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa hal yang 
dapat dicapai dengan penerapan Pengarusutamaan Gender : 
Pemerintah dapat bekerja lebih efisien dan efektif dalam 
memproduksi kebijakan-kebijakan publik yang adil dan responsif gender 
kepada rakyatnya, perempuan dan laki-laki  dengan memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:  
1) Kebijakan dan pelayanan publik serta program dan perundang-
undangan yang adil dan responsif gender akan membuahkan 
manfaat yang adil bagi semua rakyat perempuan dan laki-laki. 
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2) PUG merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan 
dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang 
sama dan penghargaan yang sama di asyarakat. 
3) PUG mengantar kepada pencapaian kesetaraan gender dan 
karenanya PUG meningkatkan akuntabilitas pemerintah 
terhadap rakyatnya. 
4) Keberhasilan pelaksanaan PUG memperkuat kehidupan sosial 
politik dan ekonomi suatu bangsa.  
3. Politik dan Perempuan 
Pembangunan dengan PUG tentunya harus dilakukan secara 
sektoral untuk memilah skala prioritas agar pencapaian diharapkan 
menyentuh hal-hak dasar perempuan. Salah satu sektor yang perlu 
dibenahi adalah sektor politik bagi perempuan. Selama ini, perempuan 
mengalami marginalisasi dalam bidang politik sebagai akibat dari 
kebijakan politik yang tidak sensitif dan responsif gender. 
Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi 
konvensi hak-hak politik perempuan. Namun ada beberapa reservasi atau 
deklarasi yang dibuat pada waktu penandatanganan. Sebagian besar dari 
reservasi terhadap konvensi ini lebih bersifat prosedural daripada 
substansial. Penolakan lebih dituujukan pada kewenangan Mahkamah 
Internasional (pasal IX) dan pada ketentuan bahwa penolakan resmi 
terhadap reservasi akan berakibat pada tidak berlakunya konvensi 
diantara negara-negara yang membuat reservasi dan negara yang 
menolak reservasi (United Nations, 1982). 
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Dalam konvensi tersebut, pada pasal II dinyatakan bahwa 
”perempuan berhak dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, 
diatur oleh hukum nasional, dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-
laki, tanpa ada diskriminasi”. Pada Pasal III berbunyi ”perempuan berhak 
untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, 
dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa ada diskriminasi”. 
Menindaklajuti ratifikasi konvensi tersebut, pemerintah lalu 
mengeluarkan regulasi yang memberi peluang kepada perempuan untuk 
berkiprah lebih luas dalam politik, salah satunya adalah paket undang-
undang politik yang menjamin hak-hak perempuan untuk memilih dan 
dipilih dalam pemilu, pilpres, dan pilkada, (UU No.31/ 2000 tentang Parpol, 
UU no. 12/ 2003 tentang Pemilu, dan UU No. 22/ 2007 tentang Susdik). 
Menurut Darwin (2005), kebijakan ini diharapkan mampu mengubah 
tatanan politik nasional dengan mengutamakan keterlibatan perempuan 
dalam menjalankan institusi politik. Perubahan yang diharapkan bukan 
semata pada jumlah perempuan yang terlibat dalam lingkar pengambil 
keputusan, tetapi juga pada representasi kepentingan dan kebutuhan 
perempuan dalam penyelenggaraan politik tersebut. Namun menurutnya 
pelaksanaan undang-undang tersebut sangat lemah karena seringkali 
dibenturkan dengan nilai yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan 
konvensi harus disesuaikan dengan tata kehidupan yang meliputi nilai-
nilai budaya, adat istiadat serta norma-norma keagamaan yang masih 
berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia. Hal ini 
menunjukkan bahwa UU tersebut bersifat inferior terhadap norma sosial 
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budaya yang berlaku sehingga bertentangan dengan tujuan konvensi. 
Meskipun ada pemerintah daerah yang telah menyadari permasalahan 
diskriminasi gender serta merespon dengan rumusan kebijakan, persoalan 
tetap ada, terutama pada definisi representasi dan peran perempuan di 
tiap daerah. Peran perempuan didefinisikan sebagai peran domestik dan 
dibatasi pada peran sebagai ibu dan pengurus rumah tangga. Lebih lanjut 
ia mengatakan, sedikitnya keterlibatan     perempuan   peraturan daerah 
yang dihasilkan selama otonomi daerah kurang responsif gender. 
Oleh sebab itu, untuk dapat menghasilkan kebijakan yang responsif 
gender harus lebih banyak lagi perempuan yang duduk di posisi-posisi 
strategi dalam pemerintahan sebagai penentu kebijakan. Namun untuk 
mencapai hal tersebut ada dua kendala yang dihadapi oleh umumnya 
perempuan di Indonesia, yaitu kendala kultural dan struktural.  
Kendala kultural adalah kendala yang disebabkan oleh budaya dan 
sistem nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Kendala kultural ini 
mengakumulasi masyarakat sedemikian rupa sehingga merasuk dalam 
sistem sosial secara luas dan mempengaruhi pandangan dan stigma 
mengenai peran perempuan. 
Kendala Struktural adalah kendala yang disebabkan oleh politisasi 
peran dan keberadaan perempuan dalam sebuah sistem kemasyarakatan, 
dimana posisi perempuan  inferior terhadap laki-laki. Seluruh aturan, 
mekanisme dan standar dalam sistem dibuat dan diatur oleh laki-laki 
tanpa melibatkan perempuan. Sehingga dapat dipastikan dalam sistem ini 
perempuan akan termaginalisasi. 
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Selain kedua kendala tersebut, masih banyak kendala lainnya 
seperti kemiskinan,  rendahnya pendidikan, dan kendala psikologi. 
Kemiskinan dan pendidikan yang rendah disebabkan kurangnya akses 
perempuan untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki di sektor 
perekonomian dan pendidikan. Minimnya akses adalah dampak dari 
konstruksi budaya dan sosial terhadap perempuan. Hal ini tidak lepas dari 
politisasi (baca masalah struktural) budaya patriarki terhadap perempuan. 
Pengkonstruksian bahwa dunia politik adalah dunianya laki-laki, dan oleh 
karena itu perempuan tidak akan survive bergelut di dalamnya. Konstruksi 
budaya dan sosial ini tentu saja bertujuan untuk memetakan secara 
sepihak kemampuan laki-laki yang berbeda dengan perempuan.  
Kondisi yang berlangsung cukup lama ini, menggiring perempuan 
pada pilihan  untuk maju bersaing dengan laki-laki demi unjuk 
kemampuan. Beberapa diantaranya berhasil namun beberapa yang lain 
gagal. Kegagalan ini bukan disebabkan oleh ketidakmampuan perempuan 
tapi kurangnya dukungan baik dari keluarga, sistem kelembagan, kolega, 
dan juga kendala psikologi. Terkait dengan kendala psikologi, Mulia 
(2005) mengatakan, bagaimana perempuan dapat meraih kekuasaan jika 
tak satu pun gagasan kultural yang dapat mengarahkan mereka. Rambu-
rambu kultural tak memberi ruang kebebasan untuk berkiprah dalam dunia 
kekuasaan. 
Kendala kultural dan struktural melahirkan juga kendala psikologi. 
Kendala psikologi menyebabkan perempuan enggan merambah ranah 
publik terlebih untuk masuk dalam politik. Dunia yang bagi sebagian 
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perempuan sesuatu yang berada di dalam kendali laki-laki. Sebagian 
perempuan lebih merasa nyaman menggeluti pekerjaan-pekerjaan 
domestik, ranah yang selama ini dikonstruksi sebagai dunia perempuan. 
Tidak mudah meraih kekusaan bagi perempuan, ada banyak hal 
yang harus dibuktikan olehnya. Bila dalam sebuah pertarungan laki-laki 
hanya perlu menunjukkan kemampuannya maka perempuan lebih dari itu, 
ia juga harus menunjukkan eksistensinya, bukan hanya pada laki-laki tapi 
juga pada kaumnya. Tumbuh di tengah budaya patriarki yang kental, 
perempuan butuh energi lebih untuk berjalan setara dengan laki-laki. 
Karenanya perlu disadari oleh semua perempuan bahwa kekuasaan 
bukanlah hal yang datang dengan serta merta tapi sesuatu yang harus 
diperjuangkan dan direbut. Pemerintah telah memberikan peluang dengan 
Paket UU Politik. Kuota 30persen yang memungkinkan lebih banyak 
perempuan terjun dalam politik perlu disambut. Salah satu hal yang harus 
dilakukan adalah meningkatkan    kapasitas   kemampuan   pribadi  agar 
perempuan lebih berperan dalam penetapan kebijakan, utamanya yang 
menyangkut hak-hak  perempuan. 
4. Landasan Hukum Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu. 
Sebuah Negara yang menjalankan pemerintahan secara 
demokrasi, sudah pasti melakukan pemilu secara langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil ( luber dan adil ) sebagai sarana bagi rakyat 
untuk memilih wakil-wakilnya.Sebagai negara hukum, maka selayaknya 
pemilu didasarkan atas suatu undang-undang,yang berfungsi sebagai 
sistem dan media pedoman perilaku yang pasti bagi pelaksanaan pemilu 
tersebut. 
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 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merupakan pengganti UU No 12 tahun 
2003. UU No 12 tahun 2003 sebelumnya juga telah mengalami perubahan 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 10 tahun 2006 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menjadi Undang-Undang. 
 Undang-Undang No 12 Tahun 2003 sudah tidak sesuai dengann 
tuntutan perkembangan, dan dinamika masyarakat, maka digantikan 
dengan UU No 10 tahun 2008. Dalam hal ini, sistem keterwakilan 
perempuan juga menjadi bagian dari UU No 10 Tahun 2008. 
 Mengenai sistem keterwakilan perempuan menurut Undang-
Undang No 10 Tahun 2008, dapat dilihat pada pasal 53 sampai pada 
pasal 58 UU No 10 tahun 2008.  
Pasal 53 mengatakan bahwa : 
”Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 52 
memeuat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan 
perempuan”  
 
Pasal 55 ayat (2) ditentukan secara tegas bahwa : 
”Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
setiap 3 (Tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 
(satu) orang perempuan bakal calon ” 
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5. Dasar Hukum 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, 
mengamanatkan bahwa keterwakilan kuota 30 persen perempuan dalam 
pemilihan legislatif dapat dikatakan sudah dapat diterapkan pada pemilu 
legislatif tahun 2009. 
 Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat tiga pasal penting yang 
menjadi payung hukum keterwakilan perempuan dalam perhelatan Pemilu 
2009.  Pertama,Pasal 8 ayat (1) huruf (d) pasal ini mengatur ketentuan 
partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan 
menyertakan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan 
pada kepengurusan partai politik tingkat pusat. Kedua, Pasal 53 yang 
mengatur tentang ketentuan bakal daftar calon sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 52 memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. 
Adapun yang dimaksud Pasal 52 adalah mengatur tata cara pencalonan 
anggota legislatif dari jalur partai politik.  Ketiga, Pasal 55   ayat (2) yang 
mengatur ketentuan bahwa dalam daftar bakal calon yang dimaksud pada 
Pasal 55 ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-
kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.   
Konsekwensi dari amanat  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
tersebut, diharapkan perempuan dapat berkiprah ke dunia politik 
semaksimal mungkin.   Selain dari itu, dalam kaitannya dengan 
keterwakilan  perempuan, juga dijelaskan dalam Undang-undang 
No.39/1999 dan Undang-Undang No. 7/1984 tentang Ratifikasi Konvensi 
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap    Perempuan   juga   
mengakui   pentingnya   jaminan   keterwakilan perempuan. 
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 Secara ekspilisit Pasal 46 UU No. 39/1999 menyatakan bahwa 
sistem  pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legsislatif 
dan sistem pengangkatan dibidang eksekutif  dan yudikatif harus 
menjamin keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang 
ditentukan. 
  Kemudian dalam Pasal 4 ayat 1 Konvensi Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang diratifikasi melalui UU No. 
7/1984 memberi kewajiban kepada negara membuat peraturan khusus 
guna mempercepat persamaan de facto antara laki-laki dan perempuan. 
Harapan kaum perempuan terhadap cita-cita terwujudnya 
persamaan dibidang politik masih jauh dari kenyataan. Karena apabila kita 
lihat selama ini di pentas politik parlemen nasional, apalagi di daerah 
belum nampak signifikansi kuantitatif maupun kualitattif sehubungan politik 
perempuan di legislatif, termasuk di dalamnya keanggotaan legislatif. 
Misalnya pada  tahun 1999- 2004, yaitu jumlah  anggota DPR  pada 
periode tersebut hanya 45 orang   atau  sekitar   9 persen perempuan. 
Lebih menarik lagi bila mencermati keterwakilan perempuan  diberbagai 
fraksi di DPR sebagai berikut: TNI 7,9 persen, PDI-P 9,8persen, Golkar 
13,3 persen dan PPP hanya 5,2 persen. (Mulia, 2005).  
Kemudian pada periode 2004-2009  dari 550 anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR)  RI, anggota perempuan hanya 12 persen. 
Ditingkat DPRD bahkan jumlahnya semakin kecil, hanya 7-8 persen, dan 
yang lebih memprihatinkan,   terdapat satu kabupaten yang tidak terdapat 
anggota DPRD yang perempuan.  
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Dengan lahirnya Undang-Undang tentang keterwakilan perempuan 
tersebut di atas, diharapkan akses perempuan untuk berkiprah ke dunia 
politik dapat lebih optimal  dan dengan terpenuhinya  kuota perempuan 30 
persen di badan legislatif (DPR), secara tidak langsung diharapkan dapat 
memberikan kontribusi terhadap pemerintah  dalam hal ini ketika para 
anggota DPRD perempuan tersebut merumuskan suatu  kebijakan dapat 
lebih berpihak pada perempuan atau mengahasilkan kebijakan yang lebih 
responsive gender. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam 
penyusunan karya tulis ini, maka penelitian dilakukan  pada:  
1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 
2.  2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
dan DPRD Kota Makassar 
Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan karena dalam 
penulisan skripsi ini penulis menggunakan studi kepustakaan (library 
research) yang mendukung pembahasan materi sesuai dengan karya 
ilmiah ini  
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
Dan data primer. Data sekunder dalam arti penulis melakukan studi 
kepustakaan, dan pengumpulan data dilakukan terhadap peratuan 
perundang-undangan, buku, literatur-literatur, karya ilmiah dan 
sebagainya yang berkaitan dengan penulisan ini. Sedangkan pada data 
primer penulis melakukan wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Anggota 
DPRD Kota Makassar. dan juga melakukan wawancara di beberapa Partai 
politik. 
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C. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 
dan informasi yaitu melalui kepustakaan (library research) dengan literatur 
yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan tehnik wawancara 
seperti: 
1. Penelitian pustaka (Library Research) teknik pengumpulan data 
ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis dari 
sejumlah baahan bacaan Buku, majalah, koran, karya ilmiah 
yang relevan dengan topik, fokus, atau variabel penelitian. yang 
relevan dengan penulisan ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research) 
Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan (interview) guna 
memperoleh informasi yang diperlukan atau lebih meyakinkan 
karena dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan 
narasumber yang dianggap memiliki kemampuan an 
pengetahuan menganai maslah yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
D. Analisis Data 
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 
menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan hasil 
wawancara dengan cara menjelaskan obyek penelitian yang di dapat dari 
penelitian berdasarkan metode kualitatif, sehingga dapat memperoleh 
gambaran jelas tentang substansi materi yang akan dibahas dalam 
penulisan ini. 
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E. Sistematika Penulisan 
Bab 1 :  Pendahuluan, menguraikan latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan, iuran yang diharapkan dan 
manfaat penulisan 
Bab  2 :  Tinjauan Pustaka membahasa mengenai pengertian 
dasar dan berbagai materi dan substansi terkait dengan 
permasalahn yang berasal dari literature. 
Bab 3  :  Metode Penulisan, menguraikan lokasi penelitian , 
jenis, dan sumber data, teknik pengumpulan data, 
analisis data, dan sistematika penulisan 
Bab 4 :  Pembahasan, berisi analisis yang permasalahan 
didasarkan pada data  dan/atau informasi serta  
tinjauan pustaka untuk menghasilkan alternative model 
pemecahan masalah atau gagasan 
Bab 5 :  Penutup, memaparkan simpulan yang diselaraskan 
dengan pembahasan dan kerangka pemikiran 
sebelumnya. Saran disampaikan berupa prediksi 
gagasan yang diperoleh dari hasil analisis Penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Cara Pemenuhan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Dalam 
Daftar Calon Anggota Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan dan 
Kota Makassar 
 Kuota 30% perempuan memang diatur didalam undang-undang 
tetapi Penulis melihat masih terdapat beberapa kelemahannya kuota itu 
untuk pencalegan yang ditargetkan di partai, bukan yang duduk di 
Parlemen. Jadi masuk atau tidaknya di Parlemen perempuan harus 
bertarung dengan laki-laki di daerah Pemilihan. Begitupun kuota ini belum 
sepenuhnya oleh partai-partai terutama partai yang berbasis Islam seperti  
PKS. Dalam partai Islam budaya patriarki yang masih kental menjadi 
kendala bagi perempuan untuk disetarakan dengan laki-laki. Di PKS 
masih sangat jarang mengusung perempuan sebagai caleg.  Keterwakilan 
perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia(DPR-RI) 
meningkat dari 11,8 persen pada pemilu tahun 2004 menjadi 18% pada 
pemilu tahun 2009. Ini adalah angka tertinggi keterwakilan perempuan 
dalam sejarah politik Indonesia. Peningkatan ini juga terjadi di DPRD di 
Sulawesi Selatan baik pada tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD 
kota/kabupaten.  
Lembaga Studi kebijakan Publik (LSKP) sejak tahun 2008, telah 
menginisiasi program mendorong pemenuhan kuota 30 persen 
perempuan di parlemen. Untuk wilayah Sulsel, pelatihan terhadap 
perempuan yang dinilai berkompeten dan memiliki Sumber Daya Manusia 
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(SDM) berpotensi dengan jumlah total 129 orang. Terdiri dari 12 orang 
anggota DPRD Provinsi dan 117 orang yang tersebar di 23 
kabupaten/Kota se Sulsel. Kecuali Kabupaten kepulauan Selayar. Sulsel 
termasuk daerah yang mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun-
tahun sebelumnya. Dimana pada pemilu 2004 kemarin jumlah perempuan 
yang terpilih menjadi anggota DPRD Sulsel hanya 6 orang (8%) dari 75 
kursi. Dengan demikian pada pemilu 2009 jumlahnya naik dua kali lipat 
atau 14,6%.  
Kegagalan dalam Pemenuhan Ketentuan Mengenai Keterwakilan 
Perempuan Minimal 30% (tiga puluh perseratus) Pasal 65 ayat (1) UU 
No.12 Tahun 2003 yang berbunyi: “Setiap partai politik peserta pemilu 
dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota, untuk setiap daerah pemilihan dessngan memperhatikan 
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.” apabila Pasal ini 
ditafsirkan lebih lanjut, kata “dapat” dalam Pasal ini masih mengandung 
multi tafsir, dalam hal ini keterwakilan perempuan bukan imperatif, 
melainkan fakultatif, sehingga perumusan ini tidak diberi sanksi terhadap 
partai politik yang tidak memenuhi kuota tersebut. Bahkan berkaitan 
dengan urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR pun tidak 
diatur lebih lanjut mengenai kuota keterwakilan perempuan. Menurut 
beberapa pengamat politik, bukan tidak mungkin pengurutan caleg 
perempuan akan disimpan pada urutan di bawah, sehingga caleg pria 
lebih diutamakan oleh partai tersebut Pemilu 2004, dari 24 partai politik 
peserta Pemilu 2004 tidak melaksanakan affirmative action sebagai mana 
amanat UU No. 12 Tahun 2003.  
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Kegagalan dalam Pemenuhan Ketentuan Mengenai Keterwakilan 
Perempuan Minimal 30% (tiga puluh perseratus) 8 partai politik yang tidak 
memenuhi kuota perempuan. Ironisnya, partai politik tersebut didominasi 
oleh partai politik pendulang suara terbesar Pemilu 1999. Di antaranya 
adalah Partai Golkar sebanyak 28,3%, Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan sebanyak 28,3%, Partai Persatuan Pembangunan sebanyak 
22,3%, serta Partai Bulan Bintang sebanyak 23,8%. Dari ke-24 partai 
politik tersebut hanya Partai Keadian Sejahtera yang terbanyak 
melakukan penyebaran kuota perempuan 30%, yaitu di 65 dari 69 daerah 
pemilihan. Sedangkan Partai Golkar justru merupakan partai yang paling 
kecil melakukan penyebaran kuota perempuan 30%, yaitu 24 dari 69 
daerah pemilihan. Dengan demikian, Pasal ini, walaupun berangkat dari 
niat politik yang memperjuangkan perempuan dengan affirmative action, 
tetapi tidak tegas terhadap pemecahan permasalahan kuota perempuan 
30% pada praktiknya. 
Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
Tentang Pasal 53 UU No.10 Tahun 2008“ Daftar bakal calon Keterwakilan 
Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat paling 
sedikit 30% (tiga Pasal 55 Ayat (2) UU No. 8 puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan.” Tahun 2008 yang berbunyi:“Di dalam daftar 
bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3(tiga) orang 
bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) Pasal 57 Ayat orang 
perempuan bakal calon. (1) UU No. 8 Tahun 2008 sebagai berikut:“KPU 
melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen 
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persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap 
terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) 
keterwakilan perempuan.”  
 Tinjauan terhadap Undang-Undang 10 Tahun 2008 Tentang  
Keterwakilan Perempuan Pasal 58 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2008 
yang berbunyi:1) “Dalam hal kelengkapan dokumen persyaratan 
administrasi bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 57 tidak 
terpenuhi, KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota mengembalikan 
dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota kepada partai politik peserta pemilu.2) 
Dalam hal daftar calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 
perseratus) keterwakilan perempuan, KPU, KPU provinsi, dan KPU 
kabupaten/kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk 
memperbaiki daftar bakal calon tersebut.”Dengan demikian, adanya 
pengaturan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% yang bersifat 
imperatif dan merupakan affirmative action tersebut dalam syarat 
verifikasi, apabila partai politik yang tidak memenuhi aturan akan tidak 
dapat menjadi peserta dalam pemilihan umum anggota DPR karena akan 
dieliminasi oleh KPU. Dalam hal ini muculah sebuah harapan yang besar 
bahwa kaum perempuan akan lebih terwakili aspirasinya dalam DPR. 
Faktor-Faktor yang memengaruhi Kegagalan dalam Pemenuhan 
Ketentuan Mengenai Keterwakilan Perempuan Minimal 30% (tiga puluh 
perseratus) Pasal 65 ayat (1) UU No.12 Tahun 2003 yang berbunyi: 
“Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota 
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DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, untuk setiap daerah 
pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%.” apabila pasal ini ditafsirkan lebih lanjut, kata “dapat” 
dalam pasal ini masih mengandung multi tafsir, dalam hal ini keterwakilan 
perempuan bukan imperatif, melainkan fakultatif, sehingga perumusan ini 
tidak diberi sanksi terhadap partai politik yang tidak memenuhi kuota 
tersebut. Bahkan berkaitan dengan urutan nama calon dalam daftar calon 
anggota DPR pun tidak diatur lebih lanjut mengenai kuota keterwakilan 
perempuan. Menurut beberapa pengamat politik, bukan tidak mungkin 
pengurutan caleg perempuan akan disimpan pada urutan di bawah, 
sehingga caleg pria lebih diutamakan oleh partai tersebut Pemilu 2004, 
dari 24 partai politik peserta Pemilu 2004 tidak melaksanakan affirmative 
action sebagai mana amanat UU No. 12 Tahun 2003. 
 Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 
Tentang …….. Secara umum memang Keputusan Mahkamah Konstitusi 
ini tidak akan mempengaruhi secara besar penyelanggaraan pemilihan 
umum. Namun ternyata hadir permasalahan hukum krusial yang harus 
dapat kembali dijawab yaitu mengenai kuota minimal 30% sebagai 
kebijakan politik affirmative action yang telah diambil oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat. Hal ini disebabkan, dengan penentuan suara 
terbanyak, maka posisi pengurutan nomor urut calon anggota perempuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 2008 
yang diharapkan adanya dampak positif terhadap peningkatan 
keterwakilan perempuan menjadi tidak berarti. Kondisi tersebut senada 
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dengan pendapat Masruach, Sekeretaris Jenderal Koalisi Perempuan 
Indonesia yang mengatakan:“sistem BPP 30 persen sejatinya telah 
menunjukkan adanya sistem proporsional terbuka terbatas. Ditambah 
dengan sistem zipper yang mewajibkan nama perempuan setidaknya 
dalam tiga daftar nama caleg, kesempatan bagi perempuan relatif lebih 
terbuka dibandingkan saat Pemilu 2004 
Simpulan Faktor-faktor yang menyebabkan penggantian Undang-
Undang No. 12 Tahun 2003 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 
adalah gagalnya affirmative action bagi kaum perempuan dalam 
pemenuhan keterwakilan kuota minimal 30% (tiga puluh perseratus), 
ketentuan mengenai pendanaan dan pelaporan dana kampanye yang 
diamanatkan dalam UU No. 12 Tahun 2003 tidak berjalan dengan baik 
dalam pemilu 2004 karena sifat dari ketentuan tersebut tidak imperatif 
(tidak memuat sanksi apabila ketentuan tidak dijalankan oleh peserta 
pemilu) dan sistem pemilu yang dirasakan oleh para elite politik maupun 
kalangan masyarakat pada umumnya, kurang sesuai dengan kondisi di 
Indonesia. Adapun makna dari penggantian Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2003 menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkenaan dengan 
pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk 
melakukan pengawalan dan pengaturan terhadap pemenuhan 
keterwakilan  perempuan  sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dalam 
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, terwujudnya transparansi 
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pendanaan kampanye dan terwujudnya keadaan politik kenegaraan yang 
relatif stabil pasca pemilian umum tahun 2009 dengan perbaikan sistem 
pemilihan umum dimana terdapat aturan partai politik peserta pemilihan 
umum yang mendapat bagian dalam penetapan perolehan kursi anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat adalah yang memenuhi ambang batas 
perolehan suara sah secara nasional paling sedikit 2,5% (dua koma lima 
perseratus). 
Dalam perdebatan teoritis, ketika di satu sisi sebagian besar 
masyarakat sedang menggelorakan pencalonan terbuka dengan system 
suara terbanyak sebagai formula penentuan pemenangnya, sebagian 
kalangan justru sebaliknya. Logika yang digunakan mereka yang 
mengusung model pencalonan terbuka (tanpa nomor urut), beranggapan 
bahwa dengan cara seperti itu konstituen akan sedikit demi sedikit mampu 
mendelegitimasi arogansi Parpol. Juga untuk memperjelas arah 
akuntabilitas calon yang terpilih, tak hanya takut pada Parpol pengusung, 
tapi juga konstituen di Dapil, karena konstituen ini secara langsung bisa 
mengintervensi keterpilihan seorang calon dengan memilih/tidak memilih 
calon tersebut melalui Pemilu. Untuk bisa lebih mengakomodir 
peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen, ternyata model 
pencalonan seperti itu justru kontraproduktif.  
Mengapa setelah muncul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 22-
24/PU-VI/2008 yang membatalkan pembagian kursi berdasarkan nomor 
urut, justru keterwakilan perempuan di Provinsi Sulawesi Selatan 
meningkat 3% jika dibandingkan tanpa ada putusan MK tersebut. Fakta ini 
seolah berbeda secara diametral dengan perdebatan teoritis.  
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1. Model Pemberian Suara 
Model pemberian suara ini tidak terlalu signifikan dalam 
mempengaruhi keterpilihan perempuan. Karena  apapun model yang 
digunakan, apakah kategorik atau ordinal (Alternative Vote), semua 
kembali bergantung pada aspek ke-2 (yaitu Pola Pencalonan) dan aspek 
ke-4 (yaitu pembagian perolehan kursi). Jadi dalam tulisan ini, model 
pemberian suara tidak akan dibahas panjang lebar. 
2. Formula Pemilihan Dan Penetapan Calon Terpilih 
Seperti yang telah dibahas sebelumnya, dari tiga formula pemilihan 
(majoritarian, PR, dan Campuran), berdasarkan pengalaman di 25 negara 
dengan keterwakilan perempuan di atas 30%, maka formula PR-lah yang 
paling ramah terhadap keterpilihan seorang calon perempuan.27 
Logikanya mungkin sangat sederhana, dalam formula mayoritarian, 
selalu hanya ada satu kursi yang diperebutkan. Sehingga dalam kultur 
masyarakat yang masih patriarkis, perempuan akan mengalami kesulitan 
besar dalam bersaing dengan laki-laki untuk menjadi nomor satu. Berbeda 
halnya jika wakil yang diperlukan dari Dapil tersebut lebih dari satu, karena 
asumsinya perempuan lebih mudah bersaing untuk menjadi yang ke-2, ke-
3 dan seterusnya.28 
 
B. Implikasi Hukum Pelaksanaan Ketentuan Kuota 30% 
Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar Calon Anggota 
Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar 
                                                             
27 Inter-Parlementary Union, sistem Proporsional dan Sistem Mayoritas, 2002, hlm 26 
28 ibid 
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Dalam rangka mewujudkan kuota keterwakilan perempuan  
sebanyak 30 % pada pemilu 2009, DPR telah menghasilkan produk 
legislasi baru mengenai pemilu  yaitu UU No 10 tahun 2008  tentang 
Pemilu anggota DPR, DPD,DPRD. Dalam UU ini memberikan dukungan 
terlaksana affirmative action dalam rangka meningkatkan peranan 
perempuan dalam partai politik. Diakomodasinya ketentuan untuk 
tindakan affirmative dipandang sebagai sebuah terobosan terhadap 
keterwakilan perempuan dalam politik. Salah satu Pasal yang jelas 
mengungkapkan pentingnya affirmative terhadap caleg perempuan tertera 
pada pasal  55 yaitu: 
(1) nama- nama calon dalam daftar bakal calon sebagai mana yang 
dimaksud dalam pasal 54 disusun berdasarkan no urut.  
(2) didalam daftar bakal calon na yang sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat 1 setiap tiga orang bakal calon 
terdapat sekurang- kurangnya satu orang perempuan bakal 
calon29.  
(3) daftar bakal calon sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 
disertai dengan pasfoto diri terbaru.  
 
Ketentuan tersebut merupakan sebuah angin segar bagi caleg 
perempuan untuk dapat memenuhi kuota 30 %. Mekanisme ”pemberian 
jatah” dalam penetapan no urut kecil bertujuan memudahkan caleg 
perempuan memenagkan peluang perolehan suara dalam pemilihan. Hal 
ini kemudian diatur dalam syarat bilangan pembagi pemilih  (BPP) 30 % 
bagi caleg sebagai mana yang tercantum pada Pasal 214 UU No 10 tahun 
2008 yang menyebutkan. Penetapan calon terpilih anggota DPR,DPRD 
                                                             
29
 Penetapan ini lebih dikenal dengan system ziper. System zyper adalah adalah sistem 
yang mengatur adanya minimal 30% perempuan di parlemen. Jadi, jika sebuah partai 
mendapat 3 kursi, maka salah satunya harus diberikan kepada caleg perempuan yang 
mendapatkan suara terbanyak. KPU harus melaksanakan zipper system tersebut 
berdasarkan pasal 53 UU No 10/2008 yang mengatur 30% kuota perempuan di parlemen. 
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provinsi dan kab/kota dari partai politik peserta pemilu didasarkan pada 
perolehan kursi disuatu daerah pemilihan dengan ketentuan:  
(1) memperoleh suara sekurang- kurangnya 30 %dari BPP 
(2) dalam hal calon yang memenuhi ketentuan satu jumlahnya lebih 
banyak dari pada jumlah kursi yang diperoleh partai politik 
peserta pemilu, maka kursi yang diberikan kepada calon yang 
memiliki no urut lebih kecil diantara calon yang memenuhi 
ketentuan sekurang- kuangnya 30 % dari BPP 
Pembicaraan mengenai sistem kuota ini memang banyak 
menimbulkan pro dan kontra tersendiri. Seperti yang dikatakan oleh 
Melanie Reyes, sistem kuota ini, adalah sebuah pilihan antara 
mendapatkan kutukan atau anugerah.30 Di satu sisi, sistem kuota pada 
dasarnya meletakan persentase minimum bagi kedua jenis kelamin yakni 
laki- laki dan perempuan, untuk memastikan adanya keseimbangan posisi 
dan peran gender dari keduanya dalam dunia politik, atau khususnya 
dalam pembuatan keputusan.  
Argumen yang digunakan dalam penggunaan sistem kuota ini 
adalah untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan  atau ketidakadilan 
gender akibat dari UU atau hukum dan budaya yang bias gender. 
Sebaliknya disisi lain, bagi pihak- pihak yang menentangnya, sistem kuota 
ini pada dasarnya tidak memiliki basis hukum yang kuat alias tidak 
konstitusional. Belum lagi pernyataan yang menyatakan bahwa sistem 
kuota bertentangan dengan hak-hak azazi manusia dan bahkan 
                                                             
30
 Melanie Reyes et all. (2000). The quota system : Women’s Boon or bane? The 
centre for legislative development. Vol 1, No3, April 2000. 
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merendahkan kemampuan perempuan itu sendiri. Karena hanya akan 
melahirkan stigma negatif bahwa kedudukan perempuan dalam lembaga 
parlemen atau partai politik bukan karena kemampuan sendiri namun 
akibat diperlakukannya sistem kuota.  
Terlepas dari pro dan kontra tersebut sebenarnya menurut analisis 
penulis, sistem kuota yang diberlakukan sebenarnya tergantung dari 
komitmen kita dalam menyelenggarakannya seperti yang tercantum pada 
Pasal 214 UU No 10 tahun 2008. Berdasarkan analisis pengolahan 
penulis membuat data ada tiga faktor yang bisa memperlihatkan kita ada 
apa dibalik pemakanaan kuota dalam partai politik pemilu 2009 yaitu (1) 
dalam banyak kasus partai politik yang memberlakukan kuota dalam 
dirinya adalah partai politik yang memiliki oerantasi ” kiri tengah” (centre-
Left) atau (left). (2) sistem kuota diadopsi hanya oleh partai politik dimana 
anggotanya yang perempuan telah mencapai konsesus kesepakatan 
mengenai pemakaian kuota. (3)kemampuan kalangan perempuan dalam 
mengajak kolega laki-lakinya untuk meyakinkan para pemimpin partai 
politik mengenai pentingnya diberlakukan kuota dalam internal partai.  
Jadi untuk mewujudkan affirmative action dalam bentuk sistem 
kuota pada pemilu mendatang  yang akan kita lakukan terlebih dahulu 
adalah  memperbaiki sistem politik dengan menghapuskan  persepsi 
bahwa menganggap perempuan hanya pantas menjadi ibu rumah tangga, 
bukan warga masyarakat, apalagi aktor politik. Pemikiran seperti itu jelas 
sangat membatasi peluang perempuan untuk berperan aktif di panggung 
politik. Selain itu kinerja parpol di Indonesia pun dianggap sebagai salah 
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satu kendala terbesar terhadap peranserta perempuan. Struktur politik 
Indonesia yang dibangun di atas jaringan yang sangat eksklusif, yang 
didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam struktur politik pun 
didominasi oleh laki-laki. Di samping itu, kurangnya transparansi dalam 
pemilihan pemimpin partai sangat membatasi peluang kaum perempuan 
dalam upaya mereka memposisikan diri sebagai kandidat yang pantas. 
Keengganan parpol untuk memasukkan agenda perempuan juga 
merupakan salah satu kendala besar. Kurangnya peran serta perempuan 
dalam politik, terutama di lembaga-lembaga politik, secara tak langsung 
berhubungan dengan faktor-faktor ideologis dan psikologis yang 
fundamental. Selain itu masalah yang harus dipecahkan bersama adalah 
minimnya dukungan juga terhadap kualitas kerja perempuan di lembaga - 
lembaga politik serta upaya untuk merekrut kader politik perempuan. 
Terlebih lagi, rendahnya koordinasi antar kelompok yang bergerak dalam 
urusan gender juga mempengaruhi tingkat kesiapan kaum perempuan 
dalam menyambut pemilu yang akan datang, yang mana salah satu 
prasyarat utamanya ialah mengidentifikasi kandidat politisi perempuan. 
1. Konsistensi Partai Politik Pasca Pembatalan Pasal 214 Undang 
–Undang  Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, 
dan Dewan Perwakiln Rakyat Daerah 
Pada tanggal 23 Desember 2008 Makamah Konstitusi melalui 
pembacaan putusan perkara judicial review No 22/PUU-VI/2008 dan 
24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa terdapat Pasal dalam UU pemilu 
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tahun 2008 yang bersifat inskonstitusional karena dianggap bertentangan 
dengan materi UUD 1945. adapun Pasal yang dianggap bertentangan 
adalah Pasal 214 huruf a,b,c,d,e dan akhirnya berdampak pada 
pembatalan Pasal tersebut dalam UU No 10 tahun 2008.  
Pembatalan Pasal 214 ini menuai pro dan kontra dilingkungan 
masyarakat dan justru lebih merugikan caleg perempuan. Sebab melalui 
Pasal 52 sampai Pasal 55 telah diatur mekanisme pencalonan caleg 
perempuan melalui kuota 30 %, dengan ketentuan setiap tiga orang bakal 
calon terdapat sekurang- kurangnya satu orang perempuan. Dengan 
pembatalan Pasal 214 pada UU No 10 Tahun 2008 otomatis setiap caleg 
akan mendapatkan kesempatan bersaing yang sama dalam pemilu. 
Namun hal ini sangat kontradiksi dengan semangat keterwakilan caleg 
perempuan sebab tidak adanya sistem yang dapat menjamin terwujudnya 
affirmative action ketrwakilan perempuan dalam parlemen.   
Konsistensi partai politik peserta pemilu 2009 di Kota Makassar 
pasca pembatalan Pasal 214 UU pemilu No 10 Tahun 2008, terlepas dari 
mempersoalkan tidak adanya  kandidat politisi perempuan yang dapat 
dirujuk dalam proses rekrutmen 2009,  Partai-partai politik sebenarnya 
tidak boleh berkilah, “mencari kandidat perempuan berkualitas di semua 
tingkat nominasi itu sangat sulit”. Yang sulit sesungguhnya adalah 
mencari political will dan niat parpol ketika pada pemilu 2009 masyarakat 
lebih memilih ”mencontreng”  partai politik ketimbang caleg kalau 
seandainya partai poliitk tersebut menang dalam perolehan suara dari 
pencontrengan tanda gambar parpol maka disinilah dibutuhkan 
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konsistensi partai politik di tingkat interen mereka untuk tetap  
memperjuangkan kuota 30 %.31 
Sebenarnya, parpol  harus  memanfaatkan  organisasi afiliasi yang 
dapat merekrut politisi perempuan. Misalnya  Partai Kebangkitan Nasional 
(PKB) mempunyai organisasi Perempuan Partai Kebangkitan Bangsa 
sebagai salah satu sayap politiknya, di samping beberapa organisasi 
afiliasi lain seperti Fatayat NU dan Muslimat NU; di dalam Partai 
Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat Perempuan Persatuan; dan 
Partai Amanat Nasional (PAN) juga memiliki organisasi afiliasi seperti 
Perempuan Amanat Nasional dan Aisyiah 
Selain divisi perempuan dan organisasi afiliasi parpol, kandidat 
perempuan dapat juga direkrut dari kalangan akar rumput. Perempuan-
perempuan itu mungkin belum terdaftar sebagai anggota parpol, tetapi 
mereka pasti mempunyai komitmen dan bersedia mengabdikan diri untuk 
memberdayakan perempuan dan mau duduk di dalam posisi 
kepengurusan partai. Banyak LSM seperti Gerakan Pemberdayaan Swara 
Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi 
(KPI), Jaringan Perempuan dan Politik (JPP), dan Solidaritas Perempuan 
(SP), semuanya bekerja keras untuk memberdayakan kaum perempuan. 
LSM-LSM memiliki jaringan yang luas, dan aktivitas mereka menembus 
batas-batas wilayah, baik Provinsi maupun daerah tingkat satu di 
Indonesia. Akan tetapi, keberhasilan partisipasi mereka sangat 
                                                             
31
 Akumulasi wawancara penelitian dengan pengurus partai politik, HANURA, 
GOLKAR, PKPI pada tanggal 20, 21, Januari 2013 
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bergantung pada kemauan parpol untuk merekrut „perempuan-perempuan 
potensial‟ yang berasal dari luar basis tradisional mereka. 
Ketika kembali menagih konsistensi partai politik peserta pemilu 
dengan sistem kuaota 30 % , menurut analisa penulis seharusnya kita 
bisa berkaca pada negara lain yang telah menetapkan sistem kuota ini, 
karena seperti yang sudah penulis jelaskan pada analisis sebelumnya 
Sistem kuota diperkenalkan untuk memastikan agar perempuan memiliki 
jumlah kursi minimum di dewan legislatif. Berbagai peraturan yang 
menetapkan kuota di parpol dan lembaga- lemaga pemerintahan 
dimaksudkan untuk membantu perempuan mengatasi kendala rendahnya 
representasi mereka di forum-forum pengambilan keputusan. Agar 
hasilnya efektif, penerapan program tindakan tegas dan penetapan kuota 
itu juga harus diiringi oleh jadwal yang pasti dan sasaran yang jelas32.  
                                                             
32
 India adalah contoh negara yang dipandang berhasil  mencapai target 33 % kursi di 
lembaga legislatif distrik (panchayati raj) setelah diberlakukannya amandemen 
nomor 74 terhadap Konstitusi 1989.  Filipina juga telah menerapkan sistem semi-
proporsional (sistem paralel) di mana 20% anggota parlemen dipilih dengan 
menggunakan metode daftar partai, dan 80% lainnya dipilih secara voting mayoritas.  
UU pemilu Filipina mengijinkan pemberian jatah kursi parlemen bagi kelompok- 
kelompok marjinal seperti perempuan, buruh tani, nelayan, dsb, asalkan mereka 
memperoleh suara 2% dari pengambilan suara mayoritas. Negara Filipina 
mempraktekkan sistem semi-proporsional, terutama sistem paralel. Sistem paralel 
itu memadukan daftar PR dan plurality majority districts, yang berarti sebagian 
anggota parlemen dipilih dengan metode PR (20 persen) dan sisanya dipilih lewat 
metode pluralitas mayoritas. Di Filipina, perombakan sistem pemilu memegang 
peranan kunci, disebabkan beberapa alasan  berikut: 
a) Dalam praktik politik sehari-hari, ada pendapat yang beredar luas bahwa 
lembaga politik 
b) yang paling gampang dimanipulasi (dalam pengertian baik atau buruk), adalah 
sistem pemilu. 
c) Orang senantiasa mengartikan suara yang dimenangkan di pemilu sebagai tiket 
untuk menduduki kursi di legislatif. 
d) Pemilihan sistem pemilu secara efektif dapat menentukan tokoh mana yang 
akan terplih dan partai mana yang akan memegang kekuasaan. 
e) Sistem pemilu kadang-kadang melahirkan pemerintah koalisi. 
f) Sistem pemilu dapat dijadikan piranti manajemen konflik bagi suatu 
masyarakat. 
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Nampak jelas di sini bahwa upaya menciptakan sistem yang 
kondusif dan mendukung langkah kaum perempuan ke arena politik tidak 
dapat dipisahkan dari target lain, yakni mereformasi sistem pemilu 
Indonesia. Sistem  PR daftar terbuka merupakan metode yang paling baik, 
dan oleh karenanya mereka merasa perlu melobi para anggota parlemen 
untuk memasukkan sistem ini ke dalam UU pemilu. Ketika sistem UU 
pemilu kita direfomasi apa pengaruhnya terhadap representasi politik 
perempuan? Sebagai contoh, variasi mekanisme dalam proses nominasi 
kandidat perempuan mungkin berkaitan dengan ukuran distrik pemilihan 
yang akibatnya akan membuat distrik itu mempunyai anggota tunggal atau 
banyak. Besarnya peranan parpol dalam menominasikan kader 
perempuan dalam konteks reformasi pemilu tidak dapat diremehkan. 
Penerapan sistem PR daftar tertutup memungkinkan parpol menentukan 
urutan ranking kandidat pada daftar partai, dan melalui proses ini kaum 
kandidat perempuan dapat ditempatkan pada berbagai posisi strategis di 
dalam daftar ini. Akan tetapi, kendatipun kuota akan diberlakukan di dalam 
sistem PR daftar tertutup, jika tidak disertai oleh perubahan mekanisme 
partai, misalnya, dalam konsistensi partai politik, peraturan yang menjamin 
penunjukan kandidat perempuan sebagai anggota dewan pimpinan atau 
pengangkatan mereka di posisi-posisi menentukan dalam hierarki partai, 
maka upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan tetap saja akan 
sulit. Dengan sistem PR, partai-partai politik dapat didesak untuk 
menyusun komposisi kandidat yang berimbang dengan menyertakan 
(lebih banyak) perempuan di dalam daftar mereka. Secara logis, dengan 
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memiliki 30 persen kandidat perempuan, maka partai-partai itu akan 
mencetak 30 persen anggota parlemen perempuan. Meski sistem PR 
cenderung lebih menguntungkan perempuan melalui peningkatkan 
perwakilan mereka, namun ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, 
yakni pilihan tipe sistem PR yang akan digunakan serta lingkungan politik 
dan budaya kita. Kadang-kadang sistem PR yang memakai daftar tertutup 
– di mana nama kandidat tidak bisa dicoret atau diturunkan rankingnya – 
adalah yang lebih disukai perempuan. Untuk kasus Indonesia sebenarnya 
kita  dapat memberlakukan „aturan zebra‟ yang mengandung pengertian 
”setiap kursi kedua harus untuk perempuan”  
Kelompok perempuan juga merasa perlu membangun berbagai 
jaringan dan kaukus di kalangan anggota-anggota parpol, anggota 
legislatif dan para aktivis gerakan masyarakat madani. Sebenarnya kita 
tidak perlu malu  memetik pelajaran berharga dari Thailand, yang 
mengharuskan parpol memberikan pertanggungjawaban kepada para 
konstituen. Mereka dapat bekerjasama dalam upaya meningkatkan status 
perempuan melalui berbagai perubahan kebijakan publik dan produk 
hukum. Kerjasama yang baik ini telah melahirkan sebuah Konstitusi baru 
yang dibuat draftnya pada tahun 1999, melalui sebuah proses demokratis 
yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Momentum keterlibatan 
masyarakat ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para aktivis 
gerakan perempuan dalam perjuangan mereka menegakkan kesetaraan 
jender di dalam konstitusi. Pengalaman negara Thailand menunjukkan 
pada bangsa Indonesia akan perlunya mereformasi parpol yang ada.  
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Sistem baru untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme 
pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi dan 
akuntabilitas publik juga harus segera disusun dalam menyonsong pemilu 
2014.  
Dalam konteks ini seperti yang penulis kutip dari rekomendasi 
IDEA33 ada beberapa rekomendasi yang berkaitan dengan cara-cara 
memperkuat partisipasi politik perempuan Indonesia, „di luar jumlah 
semata‟. (1) fokuskan perhatian pada parpol, untuk membuat mereka lebih 
„peka jender‟ agar dapat meningkatkan jumlah kandidat perempuan di 
daftar partai, serta memberi mereka peluang yang sama untuk 
berpartisipasi pada proses-proses pengambilan keputusan. Secara konkrit 
ini menuntut perubahan pada penyusunan jadwal rapat partai, supaya 
dapat mengakomodasi peran ganda perempuan di dalam rumah tangga 
dan kehidupan publik, serta memberi bantuan dana kampanye dan juga  
meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka; (2) perlu dilakukan 
penggalangan suatu „massa kritis‟ (critical mass) yang terdiri dari 
organisasi-organisasi masyarakat madani yang mempunyai komitmen 
meningkatkan status perempuan, dan membantu mereka menumbuhkan 
rasa senasib-sepenanggungan dengan tokohtokoh perempuan dari dunia 
politik. Ini antara lain dapat ditempuh dengan meningkatkan kegiatan 
kerjasama antar  kelompok, memperkuat jaringan antar organisasi 
masyarakat madani dengan politisi perempuan, dan membantu langkah-
                                                             
33
 Lihat dalam laporan kegiatan Institute for Democracy and Eloctoral Assistance  
(IDEA)  . Memperkuat Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia. 2 September 
2002, Jakarta. 
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langkah mereka untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan lewat 
parlemen dan parpol-parpol, di samping menempuh tindakan affirmative 
action untuk memperlancar pemberdayaan politik kaum perempuan, 
memperkokoh jalinan kerjasama antar berbagai organisasi dengan 
berbagai komponen masyarakat madani, dan membantu mereka dalam 
menyelenggarakan pelatihan yang ditujukan bagi para pemilih dan 
kandidat perempuan; (3) sangat disarankan untuk memanfaatkan 
lembaga-lembaga kultural dan keagamaan seperti organisasi keagamaan 
Fatayat, Aliyah, dan sebagainya, untuk mensosialisasikan keberadaan 
dan kiprah politisi perempuan kepada masyarakat luas.  
Pendekatan ini sangat cocok diterapkan pada masyarakat 
pedesaan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan 
pentingnya peranan perempuan dalam kehidupan politik;  (4)  salah satu 
fokus penting yang berkaitan dengan peningkatan keterlibatan perempuan 
adalah dengan menggelar program-program yang menyentuh berbagai 
persoalan masyarakat pedesaan, untuk mempengaruhi jalannya 
pengambilan keputusan di tingkat ini, serta mendorong munculnya 
tekanan kelompok akar padi terhadap pemerintah di tingkat yang lebih 
tinggi.  
Pelatihan bagi kader-kader perempuan di pedesaan akan 
meningkatkan kemungkinan para perempuan itu memegang peranan lebih 
besar di dewan-dewan perwakilan rakyat daerah, dan kelak juga pada 
tingkat nasional; (5)  disarankan pula untuk mengorganisir kelompok-
kelompok perempuan yang ada, sehingga mereka dapat memberi respons 
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positif terhadap kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan, pengadaan 
air bersih serta sanitasi, dan mengaitkan inisiatif-inisiatif itu dengan upaya 
strategis yang lebih luas menuju pada meningkatkan partisipasi politik 
perempuan; (6) kelompok-kelompok masyarakat madani perlu didorong 
untuk menggelar acaraacara debat publik, menggelar kampanye advokasi 
untuk mendukung partisipasi politik kaum perempuan, dan menyediakan 
layanan manajemen organisasional dan latihan berkampanye, serta 
mencarikan sumber-sumber pendanaan kampanye bagi perempuan yang 
menjadi anggota organisasi sosial dan politik. Untuk merangkum 
rekomendasi di atas, partisipasi politik jangan hanya diukur dari segi 
representasi perempuan di dewan parlemen lokal dan nasional.  
Jadi menurut hemat penulis partisipasi di partai-partai politik dan 
pada kampanye-kampanye politik tingkat nasional maupun lokal juga 
merupakan bagian dari partisipasi politik perempuan. Meski sudah banyak 
upaya untuk meningkatkan jumlah „massa kritis‟ (criticalmass) perempuan 
di dunia politik, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kontak-kontak 
politik perempuan juga tak kalah pentingnya. Keberhasilan dari upaya-
upaya itu sangat tergantung pada keberhasilan pendekatan multi-strategi 
yang mempersatukan langkah berbagai departemen/ kementrian, kantor-
kantor sekretariat parlemen, dan kelompok-kelompok masyarakat madani.  
Dalam periode transisional seperti sekarang, sesungguhnya inilah 
tantangan utama yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia, baik lelaki 
maupun perempuan, yang benar-benar percaya pada demokrasi dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 
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 Kenyataannya dengan tetap konsistennya partai politik terhadap  
sistem kuota dalam internal partai politik ada dua keuntungan sebenarnya 
bagi perempuan yaitu: (1) kuota ternyata dalam jangka pendek, memang 
terbukti sebagai alat yang efektif dalam mencapai keseimbangan atau 
kesamaan gender dalam tingkat kepemimpinan antara laki- laki dan 
perempuan. Meskipun demikian mengingat diskriminasi terhadap 
perempuan sudah begitu mengakar dalam kegiatan organsisasi maupun 
dalam kehidupan sehari-hari, maka bentuk- bentuk yang lebih bertahap 
dari tindakan afirmasi (affirmativeaction) diluar kuota perlu dilakukan untuk 
perubahan dalam jangka panjang; (2) kehadiran perempuan dalam posisi 
pembuatan dan pengambilan keputusan menyebahkan perubahan- 
perubahan atas kebijakan yang diputuskan (outcome). Pada kenyataanya 
para pemimpin perempuan lebih merepresentasikan kepentingan 
perempuan dan mendukung berbagai kebijakan yang memberi 
keuntungan pada perempuan. 
Selain alternatif menuntut konsistensi parpol pasca pembatalan 
pasal 214 UU pemilu No 10 tahun 2008, konsistensi dengan sistem kuota 
dalam rangka mewujudkan affirmative action sebagai bentuk perwujudan 
demokrasi yang berkeadilan gender maka tahap yang selanjutnya 
mungkin harus diringi dengan menagih kembali komitmen partai politik 
untuk demokrasi yang berkeadilan. Karena dari segi sistem pemilu 
berdasarkan analisa diatas  sangat sulit unutk ditembus dengan logika 
masalah keterwakilan perempuan ini. 
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Tabel 4 
Platform Perempuan Dalam Partai Politik 
Pada Pemilu 200934 
 
Partai  Platform tentang isu 
perempuan 
Prioritas program 
yang terkait dengan 
perempuan  
Analisis (Kritikan) 
PPP  lebih memperlihatkan 
masalah pendidikan 
perempuan 
 pemerintah telah 
memberikan 
kesempatan tetapi 
perempuan tidak dapat 
mengaksesnya.  
 
 
 Memperbaiki sistem 
pendidikan di 
Indonesia 
 Pendidikan 
merupakan alat 
unutk meraih 
kesempatan yang 
setara dengan laki- 
laki 
 Mengkritik gerakan 
perempuan yang 
hanya menuntut 
haknya saja tanpa 
menyadari 
kewajibananya. 
Partai ini tidak 
menyadari bahwa 
pendidikan hanyalah 
salah satu faktor 
penyebab 
tertinggalanya kaum 
perempuan . 
persoalan sistemik  
sosial-budaya 
masyarakat tidak 
dilihat dalam hal ini   
PAN Partai tidak setuju dengan 
diskriminasi gender. 
Menurut mereka masih 
sulit bagi perempuan untuk 
memainkan peran yang 
sama dengan laki- laki 
dalam masyarakat 
paternalistik   
 Mengajuakan 
pengembangan 
kesempatan bagi 
bagi perempuan  
 Melihat perempuan 
merupakan lebih 
dari separoh jumlah 
penduduk indonesia 
bahkan dunia 
 Membentuk 
depertemen 
keperempuanan 
sebagai sentral 
aktivitas partai dari 
tingkat nasional dan 
regional  
Tokoh partai ini 
masih memiliki 
pandangan stereotip 
terhadap perempuan 
yang pernah 
mengatakan 
meskipun dalam 
Islam perempun 
dapat menjadi 
pemimimpin 
meskipun berlaku 
dalam kondisi  
khusu (darurat) 
PKS  Mengizinkan 
perempuan menempati 
posisi kunci bila 
dibutuhkan   
 Membenarkan kader 
perempuan menempati 
posisi diparlemen 
sebagai anggota DPR 
Kemunduran posisi 
perempuan merupakan 
kesalahan Orba 
Dalam kenyataan 
nya, PKS 
memisahkan 
perempuan dari 
pusat kekuasaan 
menjadi pinggiran. 
 
                                                             
34
 Kecuali partai Golkar dan PDIP peneliti kesulitan mendapatkan data tentang 
Platform Perempuan Dalam Partai Politik karena kebijakan mereka semuanya 
tergantung pada pimpinan umum partai.  
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 Dari tabel diatas hanya partai PAN dan PKB yang sebenarnya 
dapat dikatakan sebagai partai Islam modern. Karena partai ini bersifat 
terbuka (tidak membatasi kontituennya pada kaum muslim saja). 
2. Hak Konstitusional Perempuan 
Warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan 
pemerintahan. Meski demikian, konstitusi juga memberi peluang 
mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai 
kesetaraan dan keadilan. Itulah diskriminasi konstitusi yang diatur dalam 
Pasal 28 H ayat(2) UUD 1945. 
Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan 
kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak 
hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-
kurangnya seorang perempuan. Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya 
adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara 
sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi. 
Kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan 
untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama 
perempuan terpinggirkan dalam politik. Dominasi lelaki itu harus 
dipatahkan negara dengan cara memberi kuota kepada perempuan. 
Ketentuan kuota 30% dimulai sejak Pemilu 2004. Hasilnya, jumlah 
anggota DPR perempuan bertambah dari 44 orang pada 1999 menjadi 61 
orang atau mengalami peningkatan dari 8,5% pada 1999 menjadi 11,6% 
pada 2004. Jumlah yang masih jauh dari ideal, yaitu 30% perempuan di 
DPR atau sebanyak 168 perempuan duduk di parlemen. 
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Peluang perempuan menjadi anggota DPR bisa terbuka lebar jika 
semua partai peserta pemilu menyepakati penentuan calon terpilih 
berdasarkan nomor urut. Persoalannya, kini parpol berlomba-lomba 
menggunakan suara terbanyak. Maka, terjadilah dilema. Di satu pihak, 
memakai suara terbanyak adalah keputusan yang paling bagus karena 
menghormati pilihan rakyat dalam pemilu. Biarlah rakyat yang 
menentukan siapa yang dipercaya menjadi wakilnya di DPR. Bukan 
ditentukan elite partai berdasarkan nomor urut. 
Sebaliknya, di lain pihak, penentuan caleg terpilih berdasarkan 
suara terbanyak pada hakikatnya menggusur tindakan afirmatif. Sekalipun 
ditempatkan pada nomor urut di setiap tiga lelaki terdapat satu 
perempuan, kuota itu hanya elok karena menambah probabilitas untuk 
dipilih. Akan tetapi, inilah dilema yang harus diterima dengan senang hati 
karena yang menggusur rakyat sendiri. Bukankah suara rakyat suara 
Tuhan? Yang menyedihkan ialah ternyata untuk memenuhi kuota saja 
banyak partai yang tidak sanggup. Itu bukti bahwa partai selama ini tidak 
pernah memikirkan pengembangan kader perempuan, apalagi dengan 
serius memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Bahkan, ada 
partai yang tetap saja menyepelekannya. Oleh karena itu, adanya kuota 
caleg perempuan jelas merupakan langkah yang sangat maju. 
Pertarungan merobohkan dominasi lelaki di kancah politik sangat 
jelas tidak bisa lain harus dimulai dari dalam tubuh partai sendiri. 
Misalnya, partai politik berani menerapkan kuota 30% kursi pengurus 
partai dari pusat hingga ranting harus diduduki perempuan. Otomatis 
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mereka pulalah yang dijadikan caleg. Urusan pun selesai. Jikalau mengisi 
kuota perempuan untuk mengurus partai saja tidak sanggup, atau tidak 
mau, jangan harap partai mau dan mampu mengisi kuota perempuan 
untuk menjadi anggota DPR. 
Hak konstitusional warga negara yang meliputi hak asasi manusia 
dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 berlaku bagi setiap 
warga negara Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perumusannya yang 
menggunakan frasa “setiap orang”, “segala warga negara”,  “tiap-tiap 
warga negara”, atau „setiap warga negara”, yang menunjukkan bahwa hak 
konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa 
pembedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun 
jenis kelamin. Hak-hak tersebut diakui dan dijamin untuk setiap warga 
negara bagi laki-laki maupun perempuan.  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang 
bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan 
perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Dengan 
demikian, jika terdapat ketentuan atau tindakan yang mendiskriminasikan 
warga negara tertentu, hal itu melanggar hak asasi manusia dan hak 
konstitusional warga negara, dan dengan sendirinya bertentangan dengan 
UUD 1945. Oleh karena itu setiap perempuan Warga Negara Indonesia 
memiliki hak konstitusional sama dengan Warga Negara Indonesia yang 
laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara 
diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun 
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atas dasar perbedaan lainnya. Semua hak konstitusional yang telah 
diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan 
Warga Negara Indonesia. 
Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara 
harus dilakukan sesuai dengan kondisi warga negara yang beragam. 
Realitas masyarakat Indonesia menunjukkan adanya perbedaan 
kemampuan untuk mengakses perlindungan dan pemenuhan hak yang 
diberikan oleh negara. Perbedaan kemampuan tersebut bukan atas 
kehendak sendiri kelompok tertentu, tetapi karena struktur sosial yang 
berkembang cenderung meminggirkannya. 
Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang dilakukan 
tanpa memperhatikan adanya perbedaan tersebut, dengan sendirinya 
akan mempertahankan bahkan memperjauh perbedaan tersebut. Agar 
setiap warga negara memiliki kemampuan yang sama dan dapat 
memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional yang sama 
pula, diperlukan perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu. Hanya 
dengan perlakuan khusus tersebut, dapat dicapai persamaan perlakuan 
dalam perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional setiap warga 
negara.  Oleh karena itu, UUD 1945 menjamin perlakuan khusus tersebut 
sebagai hak untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama. 
Pasal 28H Ayat (2) menyatakan: 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan”. 
Salah satu kelompok warga negara yang karena kondisinya 
membutuhkan perlakuan khusus adalah perempuan. Tanpa adanya 
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perlakuan khusus, perempuan tidak akan dapat mengakses perlindungan 
dan pemenuhan hak konstitusionalnya karena perbedaan dan pembedaan 
yang dihasilkan dan dilanggengkan oleh struktur masyarakat 
patriarkis.Perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional tanpa adanya 
perlakuan khusus, justru akan cenderung mempertahankan diskriminasi 
terhadap perempuan dan tidak mampu mencapai keadilan. 
Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan 
melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat 
yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui 
secara internasional. Bahkan hal itu diwujudkan dalam konvensi tersendiri, 
yaitu Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts 
Women (CEDAW). Penghapusan diskriminasi melalui pemajuan 
perempuan menuju kesetaraan jender bahkan dirumuskan sebagai 
kebutuhan dasar pemajuan hak asasi manusia dalam Millenium 
Development Goals (MDGs). Hal itu diwujudkan dalam delapan area 
upaya pencapaian MDGs yang diantaranya adalah; mempromosikan 
kesetaraan jender dan meningkatkan keberdayaan perempuan, dan 
meningkatkan kesehatan ibu. Rumusan tersebut didasari oleh kenyataan 
bahwa perempuan mewakili setengah dari jumlah penduduk dunia serta 
sekitar 70% penduduk miskin dunia adalah perempuan. 
Pada tingkat nasional upaya menghapuskan diskriminasi terhadap 
perempuan dan mencapai kesetaraan jender telah dilakukan walaupun 
pada tingkat pelaksanaan masih membutuhkan kerja keras dan perhatian 
serius. CEDAW telah diratifikasi sejak 1984 melalui Undang-Undang 
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Nomor 7 Tahun 198435. Upaya memberikan perlakuan khusus untuk 
mencapai persamaan jender juga telah dilakukan melalui beberapa 
peraturan perundang-undangan, baik berupa prinsip-prinsip umum36, 
maupun dengan menentukan kuota tertentu37. Bahkan, untuk memberikan 
perlindungan terhadap perempuan yang sering menjadi korban 
kekerasan, telah dibentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga38. 
Tantangan penegakan hak konstitusional warga negara dengan 
sendirinya juga merupakan tantangan bagi penegakan hak konstitusional 
perempuan. Di sisi lain, karena perbedaan yang ada dalam  masyarakat, 
tantangan penegakan hak konstitusional bagi perempuan tentunya lebih 
berat dan memerlukan perlakuan-perlakuan khusus. Penegakan hak 
konstitusional perempuan sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 tentu 
harus melibatkan semua komponen bangsa, baik lembaga dan pejabat 
negara maupun warga negara, baik perempuan maupun laki-laki. 
Ketentuan konstitusional tersebut diwujudkan melalui seperangkat aturan 
                                                             
35
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3277. 
36
 Misalnya Pasal 13 Ayat (3) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik 
menyatakan “Kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara 
demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar 
dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan 
jender”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251. 
37
 Misalnya Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, 
DPD dan DPRD menyatakan “Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat 
mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk 
setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30%”. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2003 
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277. 
38
 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4419. 
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hukum dan kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Oleh karena 
itu upaya penegakan hak konstitusional harus dilakukan baik dari sisi 
aturan, struktur, maupun dari sisi budaya.  
Disamping ketentuan-ketentuan hukum yang telah memberikan 
perlakuan khusus terhadap perermpuan, atau paling tidak telah disusun 
dengan perspektif kesetaraan jender, tentu masih terdapat peraturan 
perundang-undangan yang dirasakan bersifat diskriminatif terhadap 
perempuan, atau paling tidak belum sensitif jender. Apalagi hingga saat ini 
masih banyak berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
dibuat pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Untuk itu upaya 
identifikasi dan inventarisasi harus dilakukan yang diikuti dengan 
penataan dan penyesuaian berdasarkan UUD 1945 pasca perubahan. Hal 
itu dapat dilakukan dengan mendorong dilakukannya legislatif review 
kepada pembentuk undang-undang atau melalui mekanisme judicial 
review. Terkait dengan wewenang Mahkamah Konstitusi, setiap 
perempuan Warga Negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya 
dirugikan oleh suatu undang-undang, atau tidak mendapat perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 
mencapai persamaan dan keadilan, tentu dapat mengajukan permohonan 
pengujian undang-undang tersebut terhadap Undang-Undang Dasar 
kepada Mahkamah Konstitusi. 
Selain dari sisi substansi aturan hukum, tantangan yang dihadapi 
adalah dari struktur penegakan hukum dan konstitusi. Untuk mencapai 
perimbangan keanggotaan DPR dan DPRD misalnya, tidak cukup dengan 
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menentukan kuota calon perempuan sebanyak 30% yang diajukan oleh 
setiap partai politik. Ketentuan tentang kuota itu tentu harus menjamin 
bahwa tingkat keterwakilan perempuan di parlemen akan semakin besar. 
Padahal, saat ini jumlah anggota DPR perempuan baru 11 persen, di DPD 
21%. Bahkan jumlah pegawai negeri sipil eselon I yang perempuan hanya 
12,8%. Untuk itu, perlu dirumuskan mekanisme yang dapat menjamin 
keterwakilan perempuan di sektor publik semakin meningkat di masa 
mendatang. 
Tantangan di bidang struktur penegak hukum juga diperlukan 
misalnya terkait dengan proses hukum dalam kasus kekerasan terhadap 
perempuan. Sebagai korban atau saksi, perempuan memerlukan kondisi 
tertentu untuk dapat memberikan keterangan dengan bebas tanpa 
tekanan. Untuk itu proses perkara, mulai dari penyelidikan hingga 
persidangan perlu memperhatikan kondisi tertentu yang dialami 
perempuan. Misalnya saat dilakukan penyidikan, perempuan korban 
kekerasan tentu membutuhkan ruang tersendiri, apalagi jika kekerasan 
tersebut adalah kekerasan seksual yang tidak semua perempuan mampu 
menyampaikannya secara terbuka. Demikian pula terkait dengan 
persidangan yang membutuhkan jaminan keamanan baik fisik maupun 
psikis. 
Upaya menegakan hak konstitusional perempuan, adalah 
menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi terutama yang terkait dengan 
hak konstitusional perempuan. Hal ini semakin penting karena kendala 
yang dihadapi selama ini memiliki akar budaya dalam masyarakat 
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Indonesia. Akar budaya tersebut melahirkan dua hambatan, pertama, 
adalah dari sisi perempuan itu sendiri; dan kedua, dari masyarakat secara 
umum. Walaupun telah terdapat ketentuan yang mengharuskan 
mempertimbangkan prinsip kesetaraan jender dalam pimpinan partai 
politik misalnya, namun hal itu sulit dipenuhi salah satunya karena 
sedikitnya perempuan yang aktif di dunia politik. Demikian pula dengan 
pemenuhan kuota 30% dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD oleh 
partai politik. Sebaliknya, sering pula terjadi, seorang perempuan yang 
layak dipilih atau diangkat untuk jabatan tertentu, namun tidak dipilih atau 
diangkat karena dinilai perempuan mempunyai kelemahan tertentu 
dibanding laki-laki.  
Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-
undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan 
tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. 
Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan 
hukum yang sensitif jender serta yang tidak kalah pentinganya adalah 
perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan. 
Untuk mengubah nilai budaya tertentu bukanlah hal yang mudah, bahkan 
tidak dapat dilakukan dengan paksaan hukum. Cara yang lebih tepat 
adalah dengan merevitalisasi nilai budaya setempat merefleksikan 
pengakuan terhadap hak-hak perempuan sehingga dapat dengan mudah 
diterima oleh masyarakat. 
 
3. Kesiapan Partai Politik dalam Merespon Kuota 30 % 
Perempuan dalam Pemilihan Umum. 
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Berkenaan dengan kesiapan Partai politik dalam merespon kuota 
30 %, penulis mengambil sampel beberapa partai politik seperti Partai 
Amanat Nasional, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. 
a. Respon Partai Amanat Nasional 
Partai Amanat Nasional, dalam mengusung keterwakilan 
perempuan di parlemen dalam platformnya menyatakan bahwa 
persamaan hak perempuan mesti diwujudkan secara hukum, sosial, 
ekonomi dan politik. Kesempatan yang sama mesti diberikan kepada 
perempuan untuk berkecimpung di segala lapangan kehidupan, dan 
meyakini perlunya keadilan gender, serta memperjuangkan peningkatan 
keterwakilan perempuan di segala lapangan kehidupan, demikian pula 
para aktivis perempuan belum mampu mendorong wacana-wacana 
mereka ke dalam tahap implementasi dan advokasi secara menyeluruh. 
Oleh karena itu, perlu adanya sebuah sinergi antara partai politik dan para 
aktivis perempuan, untuk secara bersama mengusung agenda-agenda 
perempuan di masa depan, terutama akses mereka di parlemen. 
Partai politik tidak boleh berdiri sendiri, dia harus merupakan muara 
dari pelbagai usaha-usaha publik yang mendorong transparansi dan 
akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, partai politik wajib 
mempromosikan kader-kader perempuan dalam internal partai politik itu 
sendiri, maupun kader perempuan baik dari dalam internal partai politik itu 
sendiri, maupun kader perempuan yang tumbuh di masyarakat untuk 
menempati posisi strategis baik di legislatif maupun eksekutif. 
Pada dasarnya perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk 
meraih posisi strategis di parlemen maupun sebagai eksekutif, namun 
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iklim yang ada kurang kondusif untuk saat ini. Masih terdapat waktu yang 
cukup untuk mempersiapkan diri bagi perempuan agar “lebih matang” 
memasuki dunia politik. Biasanya para aktivis perempuan segera mundur 
dari kancah politi, ketika hati nurani mereka tidak bisa memahami intrik 
internal partai politik yang cenderung tajam, sehingga pada dasarnya 
menyadari bahwa berpolitik itu bukan habitat mereka, dan cenderung 
menjauh dari kegiatan politik praktis. 
Perempuan bukan berarti tidak memahami kegiatan politik, namun 
kematangan yang dimaksud disini adalah baru dalam kapasitas 
keterwakilan formal saja, belum merupakan representasi wajah 
perempuan sesunguhnya. Dengan demikian dimulai dari isu-isu strategis 
sampai dengan program-program yang mengikat dalam sebuah sinergi 
memperjuangkan masalah-masalah yang dihadapi perempuan dan akses 
mereka pada pengambilan keputusan di semua tingkat. 
b. Respon Partai Demokrat 
Sebagai kontestan pemilihan umum tahun 2004, Partai Demokrat 
telah melakukan sosialisasi pada seluruh jajaran partai mengenai undang-
undang nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Hasil sosialisasi 
ini secara nyata telah menumbuhkan pemahaman yang cukup baik 
terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang 
Pemilihan Umum. 
Dengan berbedanya sistem pemilihan umum tahun 2004 dengan 
system pemilihan umum tahun 1999, maka pola operasional, srategi intem 
partai dalam rangka pemenangan pemilu serta rekrutmen politik tidak 
terlepas dari kaidah-kaidah dan norma standar yang secara implisit 
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terkandung di dalam undang-undang pemilihan umum. Dalam hal 
rekrutmen politik, sebagai partai politik yang bersiftat terbuka (inklusif), 
Partai Demokrat membuka diri dan memberi kesempatan yang sama 
kepada seluruh komponen bangsa dengan dengan tidak membeda-
bedakan antara laki-laki dan perempuan, dengan tetap menerapkan 
kebijakan intern partai untuk mendapatkan calon-calon anggota legislatif 
yang berkualitas, sehingga dapat berkiprah dengan baik dalam tatanan 
politik praktis, khususnya di Dewan Perwakilan Rakyat untuk 
menyuarakan kepentingan rakyat, tetap berpihak kepada rakyat sesuai 
tugas dan fungsinya. 
Sebagai partai terbuka, Partai Demokrat memperhatikan ketentuan 
perundangan yang berlaku dan seperti telah dikemukakan diatas untuk 
tetap berpegang pada ketentuan tersebut diawali dengan pemahaman 
yang baik bagi setiap kader partai. Dengan demikian dalam merespon 
ketemtuan pasal 65 Ayat (1) bahwa setiap partai politik peserta pemilu 
dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Propinsi dan DPRD 
Kabupaten / Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan 
keterwakilan sekurang-kurangnya 30%, Partai Demokrat telah melakukan 
langkah-langkah positif untuk memenuhi tuntutan ketentuan tersebut, baik 
pada tingkatan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi Jawa Barat maupun 
pada tingkatan Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten dan Kota. 
Dengan sifat keterbukaan Partai Demokrat mendorong para 
perempuan dari berbagai profesi untuk turut serta menjadi calon anggota 
legislatif. Ini berarti bahwa animo perempuan untuk menjadi anggota 
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legislatif cukup baik dan direspons oleh partai untuk terlibat mengikuti 
tahapan-tahapan seleksi pemahaman, motivasi dan psikologi sehingga 
dihasilkan kualitas yang baik sesuai dengan misi partai kader. Dari 
gambaran tersebut, Partai Demokrat Propinsi Jawa Barat tetap konsisten 
dengan ketentuan pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 
Tentang Pemilihan Umum dan menyambut baik keseteraan gender dalam 
upaya reformasi struktur social politik dengan tidak mengabaikan aspek 
kualitas dan moral. 
Bertitik tolak dari doktrin Partai Demokrat diatas, terutama dengan 
sifat partai yang terbuka berupaya memenuhi kuota 30% perempuan bagi 
calon anggota legislatif. Partai Demokrat dengan terfokus mengirim calon-
calon anggota legislatif perempuan untuk Dewan Perwakilan Daerah 
Propinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan dengan tidak mengabaikan 
aspek kualitas dan moral, kemudian mengenai penempatan nomor urut 
dilakukan dengan penuh pertimbangan sesuai dengan kebijakan intern 
partai secara objektif karena yang akan dihadapi bukanlah masalah kecil 
tetapi masalah bagi kelangsungan berbangsa, berpemerintah dan 
bernegara di masa yang akan datang. 
c. Respon Partai Keadilan Sejahtera 
Dengan disahkannya UU pemilu yang menyertakan aspirasi kaum 
perempuan pada pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, 
tercantum “setiap partai politik dapat mengajukan calon anggota 
DPR,DPRI) propinsi, dan DPRI) Kabupaten/kota untuk setiap daerah 
Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
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kurangnya 30%”. Banyak kalangan yang optimis dan bersemangat. 
Sebagaimana juga banyak yang pesimis dan bahkan justru merasa ini 
adalah sebuah perlakuan diskriminatif. 
Mereka yang optimis memandang bahwa ini adalah salah satu 
bentuk affirmativepolici untuk mendukung peningkatan partisipasi politik 
perempuan. Sedangkan pandangan diskriminatif berawal dari penolakan 
pandangan bahwa perempuan hanya dinilai dari sekedar jumlah 
(kuantitatif) dan maka dari itu berhak memperoleh kuota. Mereka juga 
menegaskan agar perempuan dinilai dari sudut pandang kualitas, bukan 
kuantitas. 
Kebijakan kuota politik 30% kaum perempuan karena merupakan 
kebijakan yang dirancang, dirumuskan, diputuskan dan disahkan oleh 
para wakil rakyat yang duduk di legislative, kebijakan tersebut demi 
meningkatkan kepekaan warga negara Indonesia khususnya perempuan 
terhadap problematika umat. Namun amanah menjadi anggota lagislatif 
itu tidaklah ringan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Diharapkan 
siapapun yang menjadi caleg lageslatif dan kedepannya menjadi anggota 
lagislatif, benar-benar memperjuangkan aspirasi kaum perempuan dan 
berkontribusi nyata dalam mengawal proses reformasi di Indonesia bukan 
justru terjbak dalam kepentingan pribadi/golongan/partai, pembusukan 
politik dan beralih wujud menjadi politikus amoral sebagaimana yang telah 
lama ditunjukan oleh wajah perpolitikan Indonesia. 
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Oleh karena itu, bagi PK Sejahtera, perempuan (dan tentu saja 
laki-laki) yang akan terjun di dunia potik tersebut hendaklah memenuhi 
kualifikasi sebagai berikut:39 
Kekuatan ruhiyah. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa tujuan 
dari politik itu sendiri adalah dalam kerangka amar ma'ruf nahi 
munkar dimana semua aktivitas yang dilaksanakan harus 
didasarkan niat yang tulus ikhlas untuk mencari ridho Allah. 
Kekuatan Fikriyah. Politik adalah seni mengelola umat atau 
masyarakat dan negara, yang bermuara pada keputusan politik di 
bidang agama. Pendidikan, ekonomi, pertahanan, keamanan, 
teknologi, seni dan budaya, dan Iain-lain. Oleh karena itu seorang 
akrivits politik haaislah orang yang memiliki kamampuan fikriyah di 
atas rata-rata yang ditandai dengan kecerdasan intelektual  serta 
keluasan ilmu dan pengetahuan. Kekuatan manajerial. Seorang 
tidak akan bisa mengelola umat dengan baik apabilaternyata dia 
tidak mampu mengelola dirinya sendiri. oleh karena itu, cerdas dan 
shaleh tidaklah cukup, namun harus disertai dengan sikap 
profesional. Kekuatan khuluqiyyah (akhlak); Seorang aktivis politik 
harus mampu memberikan keteladanan dalam segala perilakunya, 
karena ia adalah sosok publik yang hadir di tengah masyarakat. 
Kekuatan jasmani; Seorang anggota lagislatif perlu terus 
memelihara kebugaran dan kesehatan jasmaninya, karena aktivitas 
politik akan sangat melelahkan. 
 
PK Sejahtera tidak hanya terpaku pada gerakan kuota bagi calon 
legislatif perempuan, tapi telah mewujudkannya secara demokratis dalam 
pemilihan umum internal partai untuk menentukan para calon legislatif. 
Bahkan PK Sejahtera melampaui kuota dengan menempatkan 37,8% 
caleg perempuannya untuk DPR pada Pemilu 2004, perlu diingat bahwa 
sistem Pemilu 2004 berbeda dengan sistem pemilu sebelumnya, di mana 
rakyat Indonesia memilih langsung anggota legislatif yang dipercayai. 
Sehingga, yang berada pada urutan atas (1 atau 2) belumlah tentu 
menjadi caleg jadi. 
                                                             
39 Sa’id Al Alfghani, Pemimpin Wanita Di Kancah Politik. Studi Sejarah Pemerintahan ‘Aisyah, 
Pustaka Pelajar dan Pustaka LP2IF,  Surabaya 1998, hlm 29. 
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Dalam wawancara40 Penulis dengan Drg. Rahmatika Dewi.S.kg 
selaku anggota DPRD Kota Makassar(Partai Golkar) mengatakan bahwah 
pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon 
anggota legislatif memiliki kendala, yakni bahwa partai kecil sendiri tidak 
mengkader dengan baik. Akan tetapi khusus partai golkar menurutnya 
sudah tidak ada lagi masalah. Partainya selalu memenuhi kuota dan 
organisasinya sudah lengkap. Beliau juga mengatakan bahwa dalam hal 
implementasi hukum mengenai ketentuan kuota 30% itu, bisa melirik 
fenomena pada tahun 2009, yang mana salah satu provinsi (Surakarta) 
ada calon digugurkan di Mahkamah Konstitusi, dan masih banyak yang 
kurang di Pemilu tahun 2009. Kemudian menurutnya mengapa 
perempuan mesti diberikan kuota 30% karena pada dasarnya bahwa 30% 
saja itu masih susah atau sullit perempuan untuk duduk dilegsilatif 
sehingga para pembuat kebijkan dan parpol itu sendiri menganggap 
bahwah perlu diberikan atau ditekan dengan kuota 30% keterwakilan 
perempuan. Akan tetapi sekali lagi beliau menekankan bahwah  di Partai 
Golkar sendiri sudah memenuhi baik dari pengurus maupun calon 
legislatif. Pada wawancara juga itu mengatakan bahwah salah satu aspek 
penting dalam lingkungan parpol adalah pengawasan yang tegas dan 
ketat dari  Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang notabene KPU ini sebagai 
pemegang kekuasaan/kewenangan. Selain itu juga tidak terlepas dengan 
kewajiban parpol, bahwa parpol sendiri harus menjalankan kewajibanya 
                                                             
40 Wawancara pada tanggal 23 Januari 2013, Kantor DPRD Kota  Makassar 
112 
dalam hal ini berkewajiban mengkader dengan cara pendidikan politik, 
UU, public speaking, dan selektif dalam merekrut. 
Wawancara Penulis dengan  Shinta Mashita Molina.A.Md selaku 
Wakil Ketua DPC Hanura Makassar sekaligus sebagai Sekretaris Komisi 
D DPRD Kota Makassar mengatakan bahwa dalam hal pemenuhan kuota 
30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif, 
khusus untuk partai Hanura tersendiri masih simpang siur karena, dari 
pengurus sendiri masih tidak mencukupi kuota 30%. dan jika tidak 
terpenuhi maka implikasi hukumnya adalah akan dibatalkan 
keikutsertaanya sebagai peserta pemilu. Oleh kerana itu pengkaderan 
terhadap perempuan yang mesti dilakukan dan dari perempuan 
menambah kapasitas dirinya lebih banyak belajar karena kesempatan 
pada saat ini lebih besar. Maka dalam hal ini parpol harus betul-betul  
memenuhi semua  baik calon pengurus, yang mana perempuan itu 
mampu dan mempunyai kapasitas sebagai anggota legislatif. Contohya: 
melalui pengkaderan dalam partai itu sendiri. Menurutnya di dalam Partai 
Hanura sendiri, ketentuan 30% hanya sebatas formalitas karena 
kurangnya kader yang ada didalam partai hanura. 
 
Penulis juga melakukan wawancara
41
 dengan Suzanna Kaharuddin 
yang kapasitasnya sebagai anggota DPRD Provinsi Komisi D (PKPI), 
beliau mengatakan bahwa   DPRD Provinsi  kira-kira hanya 20% 
keterwakilan perempuan. Dalam hal ketentuan kuota 30% keterwakilan 
                                                             
41 Wawancara pada tanggal 25 Januari 2013. Kantor DPRD Provinsi Sulawesi  Selatan 
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perempuan dalam daftar calon anggota legislative masih susuh untuk 
dipenuhi. Ada bebarapa kendala yang memengaruhi itu bahwa secara 
umum perempuan masih kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik. 
Akan tetapi khusus partai PKPI dari segi kepengurusanya itu sudah 
mencapai kuota 30%. PKPI sendiri setiap bulan mengundang perempuan 
di secretariat untuk mengikuti semacam pelatihan atau pendidikan politik. 
 
4. Kendala-Kendala Yang Menyebabkan Representasi Perempuan 
Di Dewan Perwakilan Rakyat Sangat Rendah 
Ketika rancangan undang-undang pemilu RI tahun 2003  tengah 
digodog menjadi undang-undang pemilu yang belaku bagi pemilu pada 
tahun 2004, pertanyaan yang muncul apakah sudah terantisipasikan jenis 
pemilihan umum macam apa, dengan jenis sistem partai apa, yang sesuai 
dengan jenis tindakan affirmatif yang bagai mana, didalam situasi dan 
kondisi negara yang bagaimana, sehingga sedikitnya 30 % perempuan 
Indonesia dapat duduk di parlemen. Pertimbangan-pertimbangan ini 
sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan dan tidaknya, karena 
akan berkonsekuensi kepada tantangan dan kendala yang harus di 
hadapi. 
UU Pemilu Tahun 2003 itu menentukan bahwa sistem pemilu 2004 
adalah sistem proporsional terbuka. Di dalam pasal 65 ayat 1 UU Pemilu 
Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “Setiap parpol peserta pemilu 
dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD 
Kabupaten/kuota untuk setuap daerah pemilihannya dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen “. 
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Pasal ini dianggap sebagai pasal setengah hati, pasal karet, bersifat 
sukarela karena tidak bersifat mengharuskan parpol melaksanakan 
ketentuan tersebut dan tidak ada sanksi bagi parpol yang tidak 
melaksanakannya. Hal ini membuka peluang bagi parpol-parpol yang 
selama ini didominasi laki-laki untuk mengabaikan aturan itu, dan pada 
akhirnya, keterwakilan perempuan tetap tidak tercapai. 
Dalam implementasidari UU Pemilu 2003 itu banyak tantangan dan 
kendala yang harus dihadapi perempuan legislatif (caleg).setiap partai 
“harus” menyertakan perempuan caleg sedikitnya 30% perempuan dalam 
daftar calon anggota partainya atau non-partainya. Lalu konsekuensi dari 
sistem pemilihan umum dengan sisitem proporsional terbuka membawa 
kunkuensi yang cukup berat bagi perempuan yang meskipun 30% 
perempuan calag dipenuhi, namun tentu perempuan (dan juga laki-laki) 
akan terpilih karena rakyat memilih langsung nama calon, bukan lagin 
partai. Tantangan pertama adalah dari sistem pemilu baru itu sendiri, yaitu 
dalam hal bilangan pembagi pemilih (BPP), yakni angka pendapatan 
suara disuatu walayah dibagi kursi yang diperebutkan. 
Disini persaingan perempuan caleg akan berat manghadapi 
sesama perempuan calg dari partai lain dan dengan laki-laki caleg dalam 
memperebutkan sedikitnya kursi yang tersedia. Perubahan wilayah 
pemilihan dan penempatan calon jadi di partai adalah hal lain yang harus 
di perhatikan karena tidak ada gunanya kalau perempuan calon legislatif 
berada di urutan bawah bahwa calon jadi, sementara kursi yang 
diperebutkan di suatu daaerah pemilihan hanya tiga. Misalnya perempuan 
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caleg. terutama ditingkat kabupaten/kota harus mendekatkan diri langsung 
dengan masa pemilih. Kalau ditingkat propinsi dan pusat peran media 
masa cukup signifikan dalam membantu caleg memperkenalkan diri 
kepada masyarakat. Hal ini mengandung kendala dana kampanye yang 
cukup besar bagi perempuan caleg yang membiayainya sendiri. 
Sebelumnya caleg suatu partai di haruskan memberikan uang 
spendaftaran yang akan digunakan sebagai dana kampanye partainya, 
sejumlah tertentu yang tidak boleh melebihi jumlah yang di tentukan 
dalam UU Pemilu yaitu Seratus Juta Rupiah, yang bukan merupakan 
jumlah kecil. 
Kompetisi di arena kampanye akan sangat keras antar perempuan 
sendiri mengingat hanya 30%, lalu dengan caleg laki-laki dalam pemilihan 
terbuka yang mana para laki-laki tidak asing di dunia publik / politik bagi 
masyarakat. Di sini lah kepiawaian perempuan caleg di uji, apalagi banyak 
daerah-daerah yang budaya patriarkhinya sangat kuat dan daya 
penerimaan terhadap perempuan yang berkiprah di dunia publik sangat 
rendah, tantangan yang terberat adalah bagi perempuan caleg dari 
sesama para perempuan itu sendiri di seluruh Indonesi, dengan beragam 
budaya politik lokalnya, tingkatan keterkungkungan mereka dalam budaya 
patriarkhi lokal, tingkat pendidikanya, tingkat pemahaman dan kesadaran 
akan pentingnya suara mereka terwakili dengan memadai, dan tingkat 
pandangan mengenai politik itu sendiri. Yaitu menghapus keragu-raguan 
diantara perempuan sendiri tentang anggapan bahwa politik itu buruk dan 
kotor. Pemahaman makna dari politik yang berpresfektif perempuan harus 
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di pahami terlebih dahulu, yang menjadi platform bagi dirinya sendiri 
dalam memperjuangkan perbaikan dan perubahan nasib perempuan 
Indonesia. Sehingga bisa mengkritisi pandangan umum/maskulin bahwa 
politik adalah alat untuk memperoleh kekuasaan, ketimbang sebagai 
prasarana/sarana untuk memperbaiki keadaan Indonesia. Sedangkan 
partai politik adalah salah satu kendaraan arus utama (namun 
kendaraanya bukan milik pribadi, tetapi milik bersama anggota 
partainya/partai) yang berlaku di sistem pemilu ini, yang mau tak mau 
harus diikuti oleh para perempuan indonesia. 
Selain hal tersebut, seperti telah dikemukakan di atas, perempuan 
telah tertinggal dalam mengendarai kendaraan partai politik. Hampir tidak 
ada (keduali Megawati) yang pernah menjadi pimpinan partai politik, 
padahal menurut aturan perundang-undangan salah satu persyaratan 
sebagai calon legislatif adalah keaktifan calon legislatif. Kedudukan 
mereka dalam partai hanyalah menjadi anggota biasa, selalu tidak pernah 
menjadi orang yang diunggulkan. 
Memang dalam kenyatannya perempuan cerdik cendikia atau 
perempuan teknokrat telah menjabat kedudukan tertentu di lembaga 
eksekutif dan yudikatif. Mereka adalah pegawai negeri sipil, hal yang tidak 
memungkinkan mereka masuk dalam lingkaran legislatif. Undang-undang 
telah menetapkan bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh menjadi anggota 
partai politik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa tidak ada perempuan yang 
dapat memenuhi kualifikasi sembagai calon legislatif. 
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Kuota perempuan ini menimbulkan polemik yang cukup menarik, 
yaitu mengenai setuju dan tidak setuju adanya kuota tersebut. Khususnya 
yang tidak setuju, menilai bahwa dengan adalah kuota tersebut 
menunjukklan bahwa perempuan masih perlu mendapat “jatah” yang 
ditetapkan undang-undang, bukan karena hasil persaingan dengan 
sesama calon legislatif laki-laki. Lebih lanjut lagi bahkan ada yang 
berpendapat bahwa kuota tersebut mengukuhkan ke-subordinasi-an kaum 
perempuan. 
Dari kaum perempuan sendiri, walaupun menyambut dengan 
gembira kuota ini, tetapi tetap merasakan bahwa perjuangan masih 
panjang. Partai politik sendiri tidak terlalu merespon adanya kuota. Selain 
itu terdapat tujuh alasan, yang oleh Diah Nurwitasari dari partai Keadilan 
Sejahtera, dilukiskan sebagai keengganan perempuan mengajukan diri 
sebagai calon legislatif. 
1. Kurangnya dukungan secara penuh dari partai politik 
yangbersangkutan. 
2. Tuntutan kualitas pada caleg perempuan lebih ditonjolkan. 
3. Selama ini masyarakat selalu menyaksikan prilaku politik yang 
cenderung brutal, kurang beradab, serta kotor. 
4. Dengan sistem proporsional daftar terbuka setengah dalam 
Pemilu 2004, perempuan bakal calon bukan hanya harus 
berjuang agar namanya masuk di dalam daftar jadi partainya, 
tetapi harus berada pada urutan pertama atau kedua dalam 
daftar calon. 
118 
Alasannya, Pasal 107 (2) UU Pemilu 2003 menyebutkan bahwa 
“a) nama calon yang mencapai angka Bilangan Pembagi 
Pemilih (BPP, jumlah suara dibagi kursi yang diperebutkan) 
ditetapkan sebagai calon terpilihl dan b) nama calon yang tidak 
mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan nomor urut pada daftar calon di daerah pemilihan 
bersangkutan”. 
5. Perempuan menghadapi dua tahap yakni  tahap  penentuan  
bakal  calegmerupakan titik kritis untuk terpenuhinya jumlah 
30% perempuan di parlemen, serta tahap pemilihan yang 
notebene dibutuhkan kemampuan berkompetensi dengan laki-
laki. 
6. Sebagaimana dikatakan Diah Nurwitasari, hambatan besar lain 
akan dihadapiperempuan caleg adalah dana kampanye. 
Untuk membantu perempuan caleg mengatasi hambatan dana, 
solusi yang ditawarkan atara lain menggalang dana masyarakat 
khusus untuk membantu perempuan caleg, sebut saja denga 
pundi dana itu sebagai Dana Kuota Perempuan. Sebenarnya 
untuk masalah ini menurut Safinaz Asari dari Kantor Menteri 
Negara Pemberdayaan Perempuan, kantor ini memiliki 
anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kampanye 
perempuan caleg. 
7. Kendala lain yang akan dihadapi perempuan setelah lolos 
menjadi calon legislative partai adalah besarnya daerah 
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pemilihan. Ini sempat terungkap dalam sebuah diskusi di 
Jakarta beberapa waktu lalu, Saat itu, Ani Soetjipto dari “Cetro” 
menyebutkan salah satu kendala yang akan dihadapi 
perempuan caleg adalah besarnya daerah pemilihan. Semakin 
kecil kursi yang diperebutkan di suatu daerah pemilihan, 
semakin kecil perempuan akan terpilih. Sebaliknya, semakin 
besar daerah pemilihan, semakin besar peluang perempuan 
caleg untuk terpilih asalkankandidat perempuan ini berada pada 
nomor urutan jadi. 
Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh DPD Partai 
Demokrat, yang menyatakan bahwa secara faktual dan empirik, 
hambatan-hambatan yang dihadapi partai Demokrat didalam mewujudkan 
kuota 30% perempuan dalam pemilihan umum tahun 2004 adalah sebagai 
berikut: 
1. Di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) walaupun 
penjaringan Calon Anggota Legeslatif Perempuan dilakukan 
secara terbuka, masih dirasakan sulit terutama untuk wakil dari 
zona pemilihan yang ada di tingkat kabupaten. 
2. Dengan tingkat pendidikan politik yang masih kurang, 
menyebabkan animo perempuan untuk menjadi calon anggota 
legeslatif di zona-zona pemilihan kurang mendapat perhatian. 
3. Dari sosialisasi dengan sasaran para perempuan mengenai 
tugas dan fungsi legislatif disimpulkan masih adanya keraguan, 
ketakutan bagi kalangan perempuan untuk terjun di dalam politik 
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praktis. 
4. Dari syarat minimal pendidikan SLTA seperti telah ditetapkan di 
dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, secara kuantitas 
di zona-zona pemilihan para perempuan memenuhi, tetapi 
pilihan untuk berpolitik tidak siap. 
5. Di zona-zona pemilihan ataupun daerah pemilihan bagi 
kalangan perempuan lebih dominan menganggap bahwa politik 
itu taktik yang jahat, sehingga partisipasi politik melalui partai 
politik agar dihindari. 
6. Di zona-zona pemilihan, para perempuan lebih memilih 
mengabdi di bidang yang lain dibanding berperan serta dalam 
politik praktis. 
7. Real politik yang terjadi saat ini memberikan pemahaman 
ketidak pastian bagi para perempuan untuk berpolitik. 
Hambatan-hambatan tersebut ditemui dan dirasakan Partai 
Demokrat di dalam merekrut para perempuan untuk memanfaatkan 
peluang yang terbuka menjadi calon anggota legislatif sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terutama dengan 
dibukanya peluang kuota 30% bagi para perempuan. Dengan demikian 
pemenuhan kuota 30% perempuan di tiap zona pemilihan dalam jajaran 
Partai Demokrat belum merata, lain halnya yang tejadi pada tingkat 
Dewan Pimpinan Daerah. Bagaimanapun kesiapan Calon Legislatif 
Perempuan dalam Pemilu, tetap bergantung kepada suara perempuan 
pemilih dan pemilih perempuan itu sendiri. 
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Demikian juga dengan PK Sejahtera yang mengalami kendala 
dalam mewujudkan partisifasi politik perempuan, khususnya dalam hal 
politik praktis. Beberapa tantangan yang dihadapi di lapangan, baik secara 
personal kader maupun sistem, antara laina : 
1. Rendahnya pemahaman mengenai politik pada sebagian kader. 
Pemahaman yang salah menyebabkan persepsi dan penafsiran 
yang salah pula tentang politik . 
2. Mayoritas kader perempuan PK sejahtera adalah generasi 
muda, yang belum banyak berpengalaman dalam hal politik 
praktis, serta kaum ibu muda yang masih memiliki anak balita. 
Belum adanya sistem yang kondusif bagi partisipasi politik 
perempuan. Sistem ini dibutuhkan agar partisipasi politik perempuan 
dapat bahu membahu dalam meningkatkan kontribusi mereka percaturan 
politik intra maupun exstra parlementer. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar 
calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan dan Kota Makassar belum terpenuhi secara 
komprehensif, banyak partai yang memiliki  kendala dalam 
pemenuhan kuota 30% ini terutama pada partai-partai kecil. 
yakni bahwa partai kecil sendiri tidak mengkader dengan baik 
tetapi kemudian  secara umum   bahwa perempuan masih 
kurang minatnya untuk terjun dalam dunia politik, hal ini 
didasarkan pada faktor tatanan budaya, agama/patriarki.  
2.  Impilikasi hukum pelaksanaan ketentuaan kuota 30% dalam 
daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota 
Makassar adalah Menuntut Parpol untuk memenuhi ketentuan 
kuota itu, dan apabila syarat sebagaimana ditentukan dalam 
UU Pemilu tidak dipenuhi oleh Parpol maka implikasi hukumnya 
adalah tidak lolos dalam verifikasi parpol. Konsekuensinya  
adalah tidak menjadi peserta pemilu atau tidak diikutkan dalam 
pemilihan umum. Diterapkannya sistem keterwakilan 
perempuan pada UU No 10 Tahun 2008 ditentukan bahwa 
peserta pemilu hanya dapat diikuti oleh parpol yang telah 
melaksanakan sistem keterwakilan perempuan. Jadi secara 
tegas, UU No 10 Tahun 2008 memberikan syarat keterwakilan 
bagi parpol yang mengikuti pemilu. . 
B. Saran  
1. Setiap Partai Politik  seyogyanya menghadirkan Sistem baru 
untuk menyeleksi kandidat dan mekanisme-mekanisme 
pengambilan kebijakan yang mengedepankan transparansi 
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dan akuntabilitas publik juga harus segera disusun dalam 
menyonsong pemilu 2014. 
2. Perlu  dikembangkan jaringan-jaringan kerja yang saling 
mendukung, yang dapat dijadikan basis kolaborasi kaum 
perempuan di dalam masyarakat Indonesia. Ini dapat 
dilakukan oleh sebuah kaukus perempuan, atau jaringan 
kaukus-kaukus sejenis, yang dapat menyuarakan pentingnya 
pengakuan atas peranan kaum perempuan di arena politik. 
3. Menuntut konsistensi Parpol pasca pembatalan pasal 214 
UU pemilu No 10 tahun 2008, konsistensi dengan sistem 
kuota dalam rangka mewujudkan affirmative action sebagai 
bentuk perwujudan demokrasi yang berkeadilan gender 
maka tahap yang selanjutnya mungkin harus diringi dengan 
menagih kembali komitmen partai politik untuk demokrasi 
yang berkeadilan. 
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